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harapan semoga ramadha
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kepedulian yang menjadi hikmah d
semoga selalu dapat diaplikasi dala
hari.
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dan bathin. Taqobbalalloohu minnc
taqobbal yaa Kariim ...

Buletin Pengawasan Edisi Il Tahun 2C
warna baru dengan tampilnya substz
hidup, yaitu tentang eco-office.

menjadi salah satu tema pilihan, di
pilihan lainnya tentang implikasi
tentang pemerintahan daerah terhad

Terdapat peningkatan secara kuant
kali ini dibandingkan edisi sebelu
11 judul yang disajikan. Bahasan b
tugas pengawasan (reviu RKAKL; ¢
responsif gender), pengadaan ba
dan IUJK sebagai syarat mengikuti
dalam PB/J), bahasan tentang auditi
SPIP di tingkat satker; NSPK bagi sa
tema menarik lainnya (sanksi bagi A
pidana; ganti rugi tegakan tiphut).

Harapan redaksi, peningkatan kuan
diiringi peningkatan dari sisi
tujuan keberadaan media ini sebag
tercapainya tugas dan fungsi Inspe
secara khusus dan KLHK pada skala
dapat diwujudkan. Hal tersebut tid:
peran para pihak, khususnya kont
dan lebih khusus lagi auditor KLHK.

Selamat menikmati!

pengawasan dan pembinaan.

éa BULETIN PENGAWASAN diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan dengan tujuan sebagai media komunikasi dan penyebarluasan berbagai
informasi di antara para auditor, praktisi, pemerhati dan pihak yang terkait dalam upaya

Pendapat dan pandangan dalam tulisan dalam buletin ini adalah pandangan yang bukan
mewakili Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
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Sri Herawati *
Joko Yunianto**

Pada era kepemimpinan Presiden Jokowi, 2 (dua) Kementerian ditautkan,
Kementerian pertama menguasai sumberdaya alam pada sehamparan hampir
70% dari luas daratan Indonesia, mulai dari pesisir hingga gunung. Menjadi
rumah hayati yang ragamnya menjadi ciri keberadaan sebuah tempat, terhubung
dari Sabang sampai Merauke. Kementerian itu sebelumnya bernama Kementerian
Kehutanan. Kementerian kedua, sebelumnya bernama Kementerian Lingkungan
Hidup, yang kebijakannya menjadi penanda perikehidupan seluruh masyarakat
Indonesia. Penggabungan kedua Kementerian itu sekarang menjadi Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Konsekuensi logis dari bergabungnya dua
kementerian tersebut adalah isu sentral terkait ramah lingkungan menjadi salah
satu program prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu
melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta
Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya. Terkait isu
ramah lingkungan tak bisa terlepas dari manajemen lingkungan pada aktivitas
perkantoran. Salah satu upaya untuk mencegah dan mengurangi pencemaran
yang disebabkan oleh aktivitas perkantoran adalah dengan menerapkan
manajemen lingkungan melalui program eco-office atau green office.

ECO OFFICE (Kantor Peduli Lingkungan) merupakan refleksi kebijaksanaan kantor
yang menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dalam upaya menciptakan
lingkungan kerja kantor bersih, indah dan nyaman serta upaya penyelamatan
lingkungan yang melibatkan seluruh aktivitas individu, peningkatan ektifitas
efisiensi, menghindari pemborosan biaya dan potensi sumberdaya yang ada dan
tentu saja mendukung terwujudnya pemerintahan yang selalu memperhatikan
masalah lingkungan dalam segala hal kegiatan.

Istilah atau nomenklatur eco office atau green office masih belum familiar khususnya
untuk satuan kerja eks Kementerian Kehutanan. Sehingga patut diuraikan oleh
penulis dalam tulisan berikut akan mencoba memberikan pemahaman eco office
dan praktek eco office yang sudah diterapkan.

Pendahuluan
Pelrr}erlntahdselaku pembuatkkibuaI;aE lingkungan kerja (kantor) untuk
Sl URRIR S - (D afyaraiat untu menerapkan Eco-office. Eco Office

melakukan kegiatan ramah lingkungan.
Namun dalam hal ini pemerintah
sendiri belum optimal menerapkannya

dan tampaknya belum bisa menjadi perkan,pran S

panutan (pioneer)
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adalah kantor peduli lingkungan yang
telah mewujudkan penerapan sistem
manajemen lingkungan dalam keglatan_




Eco office telah banyak dirasakan
manfaatnya baik oleh pegawai maupun
pengelola kantor pemerintah yang
menerapkan eco office sesuai dengan
anjuran pemerintah melalui Intruksi
Presiden No 02 Tahun 2008 tanggal
5 Mei 2008 tentang Penghematan

Energi dan Air, Peraturan Menteri
ESDM No. 031 Tahun 2005 tentang
tata Cara Pelaksanaan Penghematan
Energi, Penerapan Sistem manajeman
Lingkungan, Ekolabel. Aktivitas
perkantoran dan administrasi adalah
suatu bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari aktivitas sehari-hari
suatu organisasi. Dalam hal ini kegiatan
perkantoran berkembang pesat seiring
dengan perkembangan niaga dan
jasa. Berbagai aktivitas di kantor
banyak menggunakan energi (listrik
dan air) dan menghasilkan sampah
yang berdampak negatif terhadap
lingkungan hidup seperti kertas dan
plastik. Akan tetapi perkantoran atau
perusahaan tidak menyadari dampak
yang akan ditimbulkan akibat aktivitas-
aktivitas yang ditimbulkan seperti
polusi, keracunan, kebisingan,hingga
perusakan  lingkungan.  Sehingga
perusahaan atau perkantoran harus
memperhatikan sistem manajemen
lingkungannya agar menghasilkan
produk baik barang maupun jasa.

Sayangnya eco-office belum menjadi
prioritas dalam pengelolaan dan
manajemen di perkantoran, padahal
efeknya sangat signifikan bagi upaya
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup apabila dapat

diterapkan secara optimal. Konsep eco-
diharapkan dapat diterapkan
menyeluruh  dimulai

office

secara dari

kesadaran, komitmen dan kebijakan

manajemen, efisiensi penggunaan
energi, efisiensi dan kualitas air,
konsisten menjaga kualitas udara

dalam ruang untuk kesehatan dan
kenyamanan pengguna, pengelolaan
limbah secara terpadu, kegiatan
penghijauan hingga isu transportasi.

Manfaat yang didapat dari pelaksanaan
kegiatan eco-office adalah :

1. Tersusunnya perencanaan dalam
pengelolaan lingkungan kantor
yang terdokumentasi dan mem-
punyai target pencapaian setiap

tahunnya.

2. Dimilikinya prosedur pengendalian
pencemaran dan penghematan
penggunaan air dan listrik.

3. Setiap staf/karyawan dapat
mengetahui dan  turut serta
melakukan upaya-upaya
pengelolaan lingkungan kantor

serta upaya-upaya penghematan
penggunaan listrik dan air.

4. Tercapainya upaya penurunan
biaya-biaya  operasional dan
penurunan tingkat pencemaran

yang dihasilkan dari aktifitas kerja.

5. Kondisi fisik lingkungan baik
didalam maupun di luar kantor
akan lebih baik lagi yaitu lebih
bersih, hijau, sehat dan nyaman.

Mandatory eco-office

Eco office menjadi concern pada
saat itu Kementerian Lingkungan
Hidup yang ditetapkan dalam sebuah
peraturan yaitu Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun

2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi




Bangunan Ramah Lingkungan. Dalam
peraturan tersebut antara lain diatur
sebagai berikut.

a. Kriteria bangunan ramah lingkungan

b. Sertifikasi bangunan ramah
lingkungan
c. Registrasi lembaga sertifikasi

bangunan ramah lingkungan

Adapun yang dimaksud dengan
bangunan ramah lingkungan (green
building) adalah suatu bangunan
yang menerapkan prinsip lingkungan
dalam perancangan, pembangunan,
pengoperasian dan pengelolaannya
dan aspek penting penanganan dampak
perubahan lingkungan. Adapun
bangunan yang dapat dikategorikan
sebagai bangunan ramah lingkungan
apabila memenuhi kriteria antara lain.

1. Terdapat fasilitas, sarana dan prasa-
rana untuk konservasi sumber daya
air dalam bangunan gedung, yaitu.

a. Mempunyai sistem pemanfaatan
air yang dapat dikuantifikasi

b. Menggunakan sumber air yang
memperhatikan konservasi
sumberdaya air

¢. Mempunyai sistem pemanfaatan
air hujan

2. Terdapat fasilitas, sarana dan

prasarana untuk konservasi dan

diversifikasi energi yaitu

a. Menggunakan sumber energi
alternatif ~ terbarukan  yang
rendah emisi gas rumah kaca

b. Menggunakan sistem
pencahayaan dan pengkondisian
udara buatan yang hemat energi

3. Terdapat fasilitas pemilahan
sampah

4. Terdapat fasilitas, sarana dan
prasarana pengelolaan aiir ﬁn’_1
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domestik pada bangunan gedung,
yaitu

a. Melengkapi bangunan gedung
dengan sistem  pengolahan
dengan sistem  pengolahan
air limbah domestik pada
bangunan gedung fungsi usaha
dan fungsi khusus

b. Melengkapi bangunan gedung

dengan sistem  pengolahan
dengan sistem pemanfaatan
kembali air limbah domestik

pada bangunan gedung fungsi
usaha dan fungsi khusus

Selain itu dalam peraturan tersebut
diatur tentang pemberian sertifikasi
bangunan ramah lingkungan yang
dilakukan oleh lembaga sertifikasi,
dimana lembaga sertifikasi tersebut
mengajukan registrasi kepada
Kementerian ~ Lingkungan  Hidup.
Penanggung jawab bangunan gedung
dapat mengajukan permohonan untuk
memperoleh  sertifikat ~ bangunan
ramah lingkungan.

Apabila kita tarik kesimpulan dari
peraturan tersebut bahwa peraturan
tersebut mengatur kriteria bangunan
ramah lingkungan baik itu untuk
gedung fungsi usaha maupun yang
fungsi khusus dan pemberian sertifikasi
bangunan ramah lingkungan dari
lembaga sertifikasi yang telah teregister
di Kementerian Lingkungan Hidup.
Pendekatan kriteria bangunan ramah
lingkungan bisa kita gunakan sebagai
pendekatan untuk pelaksanaan
eco-office  dilingkup satuan kerja
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.




anaan eco-office

Ketika penulis melaksanakan tugas
audit kinerja pelaksanaan tugas dan
fungsi pada Pusat Pengendalian
Pembangunan Ekoregion Bali dan
Nusa Tenggara (PPPE Bali Nusra) |,
penulis mencoba menyarikan praktek
pelaksanaan eco office dengan prinsip
3 R vyaitu re-duce, re-use dan re-cyle
yang sudah dilaksanakan pada aktifitas
perkantoran tersebut, melalui .

1. Efisiensi penggunaan listrik

Sejalan dengan instruksi presiden
tentang  penghematan  energi
dan air, pihak PPPE Bali Nusra
telah menempuh langkah dengan
penggunaan lampu LED untuk area
indoor kantor serta penggunaan
lampu Solar Cell untuk area outdoor
(halaman) kantor. Berdasarkan
biaya langganan daya dan jasa
yang dikeluarkan pada tahun
2016, terlihat adanya penurunan
pembayaran tagihan listrik setelah
ada efisiensi penggunaan listrik
terutama dengan penggunaaan
lampu LED untuk area indoor
kantor serta penggunaan lampu
Solar Cell untuk area outdoor
(halaman) kantor. Selengkapnya
dijelaskan melalui tabel dan grafik
sebagai berikut.

Tabel 1. Pengeluaran biaya langganan
daya dan jasa (listrik)

Tagihan Listrik

No Bulan

(Rp)
1 Januari 24.095.705
2 Februari 21.227.950
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Grafik 1. Pengeluaran biaya langganan
daya dan jasa (listrik)

Pada tabel dan grafik di atas diketahui
bahwa terjadi penurunan tagihan listrik
mulai dari bulan Februari 2016. Hal ini
dikarenakan pemasangan Lampu LED
dilakukan pada awal bulan Februari
2016, sehingga terjadi penurunan
tagihan listrik yang signifikan dari yang
yang sebelum pemasangan lampu
LED pada bulan Januari 2016 senilai
Rp24.095.705,00/bulan menjadi
turun pada bulan berikutnya menjadi
senilai 15 jutaan/bulan.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam
gambar efisiensi penggunaan listrik
dengan penggunaan lampu solar cell di
area outdoor/halaman kantor sebagai

..";., :
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Tagihan Listrik -

(Rp)
7 April | 1.570.510 |

No Bulan

Tagihan Air

Tabel 2. Pengeluaran biaya langganan
daya dan jasa (air)

3.000.000
2.000.000
1.000.000 l I I
; [
Gambar 1. penggunaan lampu solar o _:‘\5-" & _":Q\
cell di area outdoor/halaman kantor Qx}'z' & w
L : : £ &
2. Efisiensi penggunaan air bersih Yy
Efisiensi penggunaan air bersih W Tagihan Air

melalui penggunaan air dari
Instalasi Pengolahan Air Limbah
(IPAL). IPAL merupakan sebuah
struktur  yang dirancang untuk
membuang limbah biologis
dan kimiawi dari air sehingga
memungkinkan air tersebut untuk
digunakan pada aktivitas yang lain.
Manfaat IPAL salah satunya adalah
mengolah air limbah domestik,
agar air tersebut dapat di gunakan
kembali sesuai kebutuhan masing-
masing. Pada lingkup satker PPPE
Bali Nusra, air hasil pengolahan
IPAL dimanfaatkan untuk mencuci
kendaraan dinas dan untuk
menyiram tanaman. Selengkapnya
dijelaskan melalui tabel dan grafik
sebagai berikut.

Grafik 2 . Pengeluaran biaya langganan
daya dan jasa (air)

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam
gambar efisiensi penggunaan air bersih
berupa penggunaan air dari IPAL
sebagai berikut.

No Bulan

Tagihan Listrik
(Rp)

Jangﬁﬂ;,b - 1.564.150

Februari |

_ Mare-tl_. P e




Gambar 3. Penggunaan kembali air
IPAL untuk menyiram halaman dan
mencuci kendaraan dinas

1. Peningkatan luas area hijau

Peningkatan luas areal hijau melalui
penanaman di dalam ruangan/
gedung kantor dan pepohonan di
halaman kantor

3.

Gambar 4. Penggunaan tanaman
menjalar di setiap jendela kantor

2. Pengurangan kemasan plastik

Dalam mendukung eco office salah
satunya melalui meminimalisir
penggunaan kemasan plastik,
sebagaimana kita ketahui
limbah plastik akan sulit diurai

ingga setiap kali ada kegiatan

pertemuan/rapat tidak lagi dengan
menggunakan kemasan plastik
atau kertas untuk membungkus
snack, tetapi diganti dengan ingke
dan daun, selain itu juga dengan
penggunaan Jar dan gelas sebagai
penganti air mineral kemasan
plastik.

Gambar 5. Penggunaan ingke dan daun

Pemilahan sampah (organik dan
anorganik)

Adanya pemilahan sampah baik
disetiap bidang/bagian, lobby dan
setiap sudut ruangan dalam bentuk
pengelompokan dan pemisahan
sampah sesuai dengan jenis,
jumlah, dan/atau sifat sampah.

»
l\;" 4 adtt’

Gambar 6. Pemilahan sampah organik
dan _agorganik
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4. PenggunaanZ(dua) sisi kertas dikumpulkaﬁ:' ~ kemudian
dimasukkan ke lubang biopori.

setiap kertas di PPPE Bali dan Pembuatan lubang biopori tersebut

Nusra d-imanfaatkan secara efisien memben e
dan optimal dengan menggunakan a. meningkatakan daya resap air

kedua sisinya. Kertas yang baru b. mengurangi penggenangan dan
digunakan di satu sisi di masukkan mencegah resiko banjir

kedalam kotak reuse untuk . menyuburkan tanah

. . C
dimanfaatkan kembali d. meningkatkan kualitas tanah
e. media penghasil kompos

Gambar 7. Penggunaan 2 sisi kertas
5. Pengurangan penggunaan tisue

Penggunaaan tissue di ganti
menjadi  penggunaan  handuk
basah,karena sebagaimana kita
ketahui bahan baku pembuatan
tisue berasal dari produksi pulp
dan paper yang diperoleh dari
Hutan Tanaman Industri (HTI).

Gambar 9. Pembuatan lubang biopori

7. Penyediaan Tempat Penyimpanan
Sementara (TPS) Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3)

Penyimpanan limbah B3 harus
dilakukan jika limbah B3 tersebut
belum dapat diolah dengan segera.
6. Pembuatan biopori Kegiatan penyimpanan limbah

> o : BS dlmaksudkan untuk mencegah
R Pembuatan lubang-“_r  biopori ,

~ dilakukan de .__a-.-_ dedaun

Gambar 8. Penggunaan handuk basah




sehingga potensi bahaya terhadap
manusia dan lingkungan dapat
dihindarkan. Untuk meningkatkan
pengamanannya, maka sebelum
dilakukan penyimpanan limbah
B3 harus  terlebih  dahulu
dikemas. Mengingat keragaman
karakteristik limbah B3, maka
dalam  pengemasannya  perlu
pula diatur tata cara yang tepat
sehingga limbah dapat disimpan
dengan aman.

=

TR ADEONAT
B0 5w

| ple——r=—=—"1} E. | |

Gambar 10. TPS limbah B3

Penggunaan  Vi-Gas pada
kendaraan dinas

Pada PPPE Bali Nusra terdapat
kendaraan  operasional  yang
sudah menggunakan bahan bakar
yang ramah lingkungan vyaitu
menggunakan  Vi-gas.  Vi-Gas
merupakan turunan dari LPG yang
dinamakan LGV (Liquefied Gas
for Vehicle), dengan campuran
Propane dan Butane. Dikemas
dalam tabung yang juga berfungsi
sebagai tangki bahan bakar.

Adapun kelebihan menggunakan

Vi-Gas (LGV):

a. Ramah lingkungan

b. Pembakarannya sempurna

¢. Memiliki RON>98

d. Tekanan Vi-Gas di dalam tangki
rendah (8-12) bar

. Bebas sulphur dan timbal
Memperpanjang siklus
penggantian pelumas

g. Memperpanjang umur mesin

h. Suara mesin halus serta bebas

knocking
i. Hemat

0

Gambar 11. Penggunaan Vi-Gas pada
kendaraan dinas

Kendala pelaksanaan

Dalam tataran praktek pelaksanaan
di lapangan masih banyak hambatan
dalam penerapan eco-office antara
lain :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk memaksimalkan




pelaksanakan  eco-office  pada
suatu perkantoran, perlu juga
ketersediaan SDM. Banyak ditemui
permasalahan terkait SDM yaitu
mengetahui tapi tidak peduli
(apatis), mengetahui tetapi sinis
(menghambat), mengetahui tetapi
tidak menghayati (lupa). Selain itu
juga belum adanya dukungan dan
komitmen dari pimpinan dalam
pelaksanaan eco-office.

2. Norma, Standar, Prosedur dan
Kriteria (NSPK)

Sebagaimana telah  dijelaskan
sebelumnya, @ bahwa  mandat
pelaksanaan eco-office atau
green office adalah terakhir

diatur dengan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun
2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi
Bangunan Ramah Lingkungan.
Setelah bergabung Kementerian
Kehutanan dan  Kementerian
Lingkungan Hidup, sampai saat
ini belum diatur lebih lanjut
tentang pelaksanaannya yang bisa
dijadikan pedoman pelaksanaan
eco-office sampai tataran teknis.

Penutup
Mengingat pentingnya pengelolan
aktifitas perkantoran yang ramah

lingkungan sebagai salah satu upaya
mitigasi dan adaptasi perubahan
lingkungan melalui eco-office atau
green-office, berikut langkah-langkah
yang menurut hemat penulis perlu
ditempuh oleh pengambil kebijakan
lingkup  Kementerian  Lingkungan

Hidup dan Kehutanan.
a. Untuk memaksimalkan
pelaksanakan eco-office pada s_uag.

ruantar Ot

=)

perkantoran, perlu juga ketersediaan

sumberdaya. Sumberdaya yang
dimaksud  adalah  Sumberdaya
Manusia (SDM), keuangan, waktu
dan lain-lain. Jika sumberdaya
telah  tersedia, maka  harus
ditetapkan peran, tanggungjawab
dan kewenangan masing-masing
person/unit dalam  pelaksanaan
eco-office. Hal yang juga penting
dalam dalam pelaksanaan eco-office
adalah memiliki orang-orang yang
berkompetensi untuk melaksanakan
tugasnya. Untuk memiliki orang-
orang yang berkopetensi, dapat
dihasilkan dengan mengikuti atau

menyediakan pelatihan yang
dibutuhkan  dalam pelaksanaan
eco-office.  Selain itu juga, yang

terpenting dalam pelaksaksanaan
eco-office  adalah  peningkatan
kesadaran para karyawan akan
pentingnya melaksankan eco-office
dalam membantu perbaikan kualitas
lingkungan.  Sudah  selayaknya
juga APIP juga diikutsertakan
dalam pelatihan tersebut untuk
meningkatkan kompetensinya
ketika melakukan audit tentang
manajemen lingkungan.

. Untuk memudahkan pelaksanaan

di lapangan, sebaiknya APIP
mendorong manajemen  dalam
hal ini melalui Sekretaris Jenderal
beserta eselon | teknis terkait untuk
segera menyusun Norma, Standar,
Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang
diperlukan dalam pelaksanaan eco-
office. Sebagaimana kita ketahui
aturan terkait pelaksanaan eco-

office masih diatur semasa eks-
Kementerian Lingkungan
terakhir

Hidup,

sebagaimana diatur




Llngkungan Hldup Nomor 8 Tahun memngkatkan kualltas tata ’kelola'
2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi penyelenggaraan tugas dan fungsi
Bangunan Ramah Lingkungan. Selain tertutama tata kelola kantor lebih
itu APIP juga diharapkan berperan peduli lingkungan.
dalam mengembangkan eco-office

Daftar Pustaka

--,2008; Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

--,2008; Insruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi
dan Air

--,2014; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

--2005; Peraturan Menteri ESDM No. 031 Tahun 2005 tentang tata Cara
Pelaksanaan Penghematan Energi, Penerapan Sistem Manajemen
Lingkungan, Ekolabel

--,2014; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2010
tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan

http://lh.surabaya.go.id/weblh/?c=main&m=ecooffice;  Official = Website
Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya

*) Auditor Madya Inspektorat Wilayah Il
**) Auditor Muda Inspektorat Wilayah Il




Latar Belakang

Undang — Undang (UU) Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerahpadatanggal 30 September2014
lalu telah disahkan dan secara efektif
berlaku mulai tanggal 2 Oktober 2014
untuk menggantikan UU Pemerintahan
Daerah yang lama, yakni UU Nomor
32 Tahun 2004. Implementasi UU
Nomor 32 Tahun 2004 yang masih
dirasakan belum efektif menjadi alasan
bagi pemerintah untuk menyusun
UU Nomor 23 Tahun 2014. Secara
konseptual, UU Pemerintah Daerah
adalah hukum utama yang mengatur
pembagian urusan dan kewenangan
antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan
Kabupaten.

Setelah ditetapkannya Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2014, maka dampaknya
akan berimbas pada kewenangan
pengelolaan sumber daya alam di daerah,
dimana kini kewenangannya lebih
besar di tangan pemerintah pusat dan
provinsi terutama di sektor kehutanan,
pertambangan dan perikanan-kelautan.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014,
ada 3 urusan yang dilaksanakan oleh
pemerintahan, yaitu Urusan Pemerintahan
Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren
dan Urusan Pemerintahan Umum.

=],

lmphkasn Undang-Undang =
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
terhadap Sektor Kehutanan

Urusan Absolut adalah urusan pe-

Oleh : Kusnadi *)

jadi kewenangan Pemerintah Pusat
terdiri dari urusan Pertahanan,
Keamanan, Agama, Yustisi, Politik
Luar Negeri, Moneter dan Fiskal.

Dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan absolut, Pemerintah
Pusat dapat melaksanakan sendiri
atau melimpahkan wewenang
kepada instansi vertikal yang ada di
daerah atau gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat berdasarkan asas
Dekonsentrasi.

2. Urusan Konkuren adalah urusan

pemerintahan yang dibagi

antara Pemerintah Pusat dan
Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota. Pembagian

urusan pemerintahan konkuren
antara Pemerintah Pusat dan
Daerah provinsi serta Daerah
kabupaten/kota didasarkan pada
prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan
eksternalitas, serta kepentingan
strategis nasional.

Urusan Konkuren dibagi lagi

menjadi 2 yaitu sebagai berikut.

a. Urusan Wajib, yang dibagi lagi
menjadi 2 yaitu:

1) urusan wa)Ib _pel*anan

' ;_"&q..c@sg,[ ya1tu -
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bagian substansinya mer-

upakan Pelayanan Dasar
dan langsung dirasakan oleh
masyarakat seperti Kese-
hatan, Pendidikan, Peker-
jaan Umum, dan penataan
ruang, perumahan rakyat
dan kawasan permukiman,
ketenteraman,  ketertiban
umum, dan pelindungan
masyarakat; dan sosial;

2) urusan wajib non pelayanan
dasar vyaitu urusan yang
tidak langsung dirasakan
oleh  masyarakat salah
satunya adalah Lingkungan
Hidup.

b. Urusan Pilihan seperti Pariwisata,
Perdagangan, Pertanian,
Kehutanan dan lainnya.

3. Sedangkan Urusan Pemerintahan

Umum adalah urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Presiden

sebagai  kepala  pemerintahan
yang  melakukan  pembinaan
wawasan kebangsaan dan

ketahanan nasional dalam rangka
memantapkan pengamalan 4 Pilar
yaitu Pancasila, Undang-undang
Dasar 1945, Bhinneka Tunggal lka
dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia  (NKRI), pembinaan
persatuan dan kesatuan bangsa,
pembinaan  kerukunan  antar
suku, ras, agama dan golongan
lainnya  dalam  mewujudkan
stabilitas keamanan, penanganan
konflik sosial, koordinasi
antar instansi, pengembangan
kehidupan demokrasi pancasila
serta pelaksanaan semua urusan
pemerintahan yang bukan

Pembagian

kewenangan daerah dan instansi
vertikal.

UU Nomor 23 Tahun 2014 telah
memberikan dasar-dasar yang sangat
berbeda bagi kewenangan kabupaten/
kota dan provinsi dalam urusan tata
kelola sumberdaya alam. Sektor
Kehutanan merupakan salah satu
sektor yang paling banyak berubah.
Banyak  kegiatan yang selama
ini  didesentralisasikan ke tingkat
kabupaten/kota, kemudian di tarik
ke tingkat provinsi. Sebelumnya
kabupaten/kotatelah memilikisejumlah
inisiatif dalam melaksanakan kebijakan
nasional di sektor pengelolaan
hutan, mulai dari pengelolaan hutan
lindung, hutan kota, pemberdayaan
masyarakat dalam pengelolaan hutan,
pengembangan Kesatuan Pengelolaan
Hutan (KPH), hingga mendukung
pelaksanaan program pembangunan
hijau seperti Reducing Emissions from
Deforestation and Forest Degradation
(REDD+), review perijinan dalam
tata kelola sumberdaya alam, hingga
pembentukan sistem informasi
terpadu dalam pengelolaan
sumberdaya alam. Tetapi dengan
adanya UU Nomor 23 Tahun 2014,
yang memberikan kewenganan yang
lebih luas kepada pemerintah pusat
dan provinsi kemudian bagaimana
keberlanjutan pengelolaan hutan di

tingkat kabupaten/kota? Apa yang
dapat diantisipasi dan bagaimana
provinsi menyiapkannya? dengan

dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun
2014 kabupaten/kota khsusu bidang
kehutanan hanya diberi mandat untuk
mengurusi Taman Hutan Raya saja.

urusan pemerintahan yang
b -

e -




diatur dalam lampiran UU Nomor 23
Tahun 2014 akan memberikan status
otonomi yang lebih kuat kepada
daerah otonom yang berdampak pada
dua hal sebagai berikut.

1. Mencegah tumpang tindih ke-
wenangan vyaitu dengan adanya
pola pembagian urusan pemerin-
tahan antar tingkatan/susunan pe-
merintahan sehingga terhindar dari
tumpang tindih dan ketidakjelasan
kewenangan sehingga akan ter-
dapat keseimbangan beban urusan
berdasarkan kriteria dan prinsip
pembagian urusan pemerintahan
yang sudah ditentukan.

2. Memperkuat status urusan otonomi
daerah vyaitu bagi urusan yang
memiliki dampak ekologis yang
serius hanya diotonomikan sampai

tingkat  provinsi (kehutanan,
kelautan dan  pertambangan)
sehingga akan relatif mudah
pengendaliannya.
Tugas urusan Pemerintahan
Konkuren sesuai amanat
undang-undang
Salah satu  Kementerian/Lembaga

memiliki tugas dan tanggung jawab
untuk melaksanakan amanat sesuai
dengan UU Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah,
diantaranya adalah sebagai berikut.
Pasal Penjelasan

Pembinaan dan
Pasal 8 pengawasan

penyelenggaraan urusan
pemerintahan

_Pasal 14

pemerintahan konkur

Penyelenggaran urusan |

Pasal Penjelasan

Menetapkan NSPK
penyelenggaraan urusan
pemerintahan

Melakukan
urusan  pemerintahan
untuk penetapan
kelembagaan,
perencanaan, dan
penganggaran Daerah

Pasal 16

pemetaan

Pasal 24

Menyusun  pedoman
nomenklatur perangkat
daerah

Pasal 211

Menetapkan
kompetensi teknis
untuk kepala perangkat
daerah

Melakukan sinkronisasi
dan harmonisasi
pembangunan nasional

Pasal 233

Pasal 258

Berdasarkan lampiran UU Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah maka urusan bidang kehutanan
yang dilaksanakan oleh pemerintah
Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
diuraikan sebagai berikut.

Pembagian  Urusan  Pemerintahan

Bidang Kehutanan

1. Sub Urusan Perencanaan Hutan,
yang merupakan tanggung jawab
Pemerintah Pusat, terdiri dari:

a. Penyelenggaraan inventarisasi
hutan.

b. Penyelenggaraan
kawasan hutan.

c. Penyelenggaraan penatagunaan
kawasan hutan.

d. Penyelenggaraan pembentukan
wilayah pengelolaan hutan.

e. Penyelenggaraan rencana

kehutanan nasional. .

2. Sub Urusan Pengelolaan H

i

pengukuhan

i '
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der

jawb 'sebagai berikut.

)

pembagian  tanggung

a. Pemerintah Pusat, terdiri dari:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Penyelenggaraan tata hutan

Penyelenggaraan  rencana

pengelolaan hutan

Penyelenggaraan
pemanfaatan hutan dan
penggunaan kawasan hutan

Penyelenggaraan rehabilitasi
dan reklamasi hutan

Penyelenggaraan
perlindungan hutan

Penyelenggaraan
pengolahan dan
penatausahaan hasil hutan

Penyelenggaraan
pengelolaan kawasan hutan
dengan  tujuan  khusus
(KHDTK).

b. Pemerintah Provinsi, terdiri dari:

1)

2)

3)

Pelaksanaan tata hutan ke-
satuan pengelolaan hutan
kecuali pada kesatuan pen-
gelolaan hutan konservasi
(KPHK).

Pelaksanaan rencana
pengelolaan kesatuan
pengelolaan hutan kecuali
pada kesatuan pengelolaan
hutan konservasi (KPHK).

Pelaksanaan pemanfaatan
hutan di kawasan hutan
produksi dan hutan lindung,
meliputi:

Pemanfaataji _kawa_s_ar_\
i ; _'. -'-? - oy
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4)

5)

6)

7)

8)

3. Sub Urusan Konservasi

Daya

bukan kayu;

Pemungutan hasil hutan;

d. Pemanfaatan jasa
lingkungan kecuali
pemanfaatan
penyimpanan dan/atau
penyerapan karbon.

Pelaksanaan rehabilitasi
diluar kawasan hutan
negara

Pelaksanaan perlindungan
hutan di hutan lindung, dan
hutan produksi

Pelaksanaan pengolahan
hasil hutan bukan kayu

Pelaksanaan pengolahan
hasil hutan kayu dengan
kapasitas produksi < 6000
m3/tahun

Pelaksanaan  pengelolaan

KHDTK untuk kepentingan

religi

Sumber
dan

Alam Hayati

Ekosistemnya, dengan pembagian
tanggung jawab sebagai berikut.

a. Pemerintah Pusat, terdiri dari:

1)

Penyelenggaraan pengelo-
laan kawasan suaka alam
dan kawasan pelestarian
alam.

Penyelenggaraan konservasi
tumbuhan dan satwa liar.

Penyelenggaraan




4) Penyelenggaraan
pemanfaatan jenis
tumbuhan dan satwa liar.

b. Pemerintah Provinsi, terdiri dari:

1) Pelaksanaan perlindungan,
pengawetan dan peman-
faatan secara

lestari taman hutan raya
(TAHURA) lintas Daerah
kabupaten/kota.

2) Pelaksanaan perlindungan
tumbuhan dan satwa liar
yang tidak dilindungi dan/
atau tidak masuk dalam
lampiran (Appendix) CITES.

3) Pelaksanaan  pengelolaan
kawasan bernilai ekosistem
penting dan daerah
penyangga kawasan
suaka alam dan kawasam
pelestarian alam

c. Pemerintah  Kab/Kota vyaitu

Pelaksanaan pengelolaan

TAHURA kabupaten/kota.

Sub  Urusan Pendidikan dan
Pelatihan, Penyuluhan dan
Pemberdayaan  Masyarakat di
bidang Kehutanan, dengan
pembagian tanggung  jawab
sebagai berikut.

a. Pemerintah Pusat, terdiri dari:
1) Penyelenggaraan pendi-

dikan dan pelatihan serta
pendidikan menengah ke-

hutanan.

2) Penyelenggaraan
penyuluhan kehutanan
nasional

b. Pemerintah Provinsi, terdiri dari:

1) Pelaksanaan penyuluhan ke-
hutanan provmsr'g,-.

~untuk memenuhi tuntutan tugairxang

_.’ ---"%._: 'bw%hﬁrﬁm — oo

2) Pembé'rdayaar-l masyarakat
di bidang kehutanan.
5. Sub Urusan Pengelolaan Daerah

Aliran  Sungai (DAS), dengan
pembagian tanggung  jawab
sebagai berikut.

a. Pemerintah Pusat yaitu
Penyelenggaraan pengelolaan
DAS.

b. Pemerintah Provinsi  yaitu

Pelaksanaan pengelolaan DAS
lintas Daerah kabupaten/kota
dan dalam Daerah kabupaten/
kota dalam 1 (satu) Daerah

provinsi
6. Sub Urusan Pengawasan
Kehutanan, yang  merupakan
tanggung  jawab  Pemerintah
Pusat  yaitu  penyelenggaraan

pengawasan terhadap pengurusan
hutan.

Sebagaimana pembagian urusan bidang
Kehutanan diatas, maka beban provinsi
dalam pengelolaan hutan kedepan
akan semakin berat. Good forest
governance merupakan tantangan
provinsi dalam merencanakan,
mengelola, menyediakan  sumber
daya dan mengatur tata kelola hutan
termasuk memenuhi berbagai harapan
terhadap kontribusi sumber daya
hutan terhadap isu-isu perubahan
iklim, dan lain-lain. Tantangannya
bagaimana provinsi dapat meneruskan
inisiatif-inisatif tersebut seraya juga
mengembangkan program yang lebih
besar dan menyeluruh. Tantangan
lain bagaimana alokasi sumber daya
(termasuk  keuangan) yang bisa
dialokasikan ~ pemerintah  provinsi



Tugas '~ Kementerian/Lembaga

dan pemerintah daerah yang
mendesak untuk dilaksanakan
sesuai amanat UU Nomor 23
Tahun 2014

Kementerian/Lembaga dan pemerintah
daerah sesuai amanat UU Nomor
23 Tahun 2014 memiliki tugas
yang mendesak untuk dilaksanakan
diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Pengalihan  Personil, Peralatan,

Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D)

a. Landasan Hukum dalam
Pelaksanaan Pengalihan P3D

1) Sesuai Pasal 404 UU Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pe-
merintahan Daerah “Serah
terima personel, pendanaan,
sarana dan prasarana, ser-
ta dokumen (P3D) sebagai
akibat pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemer-
intah Pusat, Daerah provinsi
dan Daerah kabupaten/kota
yang diatur berdasarkan Un-
dang-Undang ini dilakukan
paling lama 2 (dua) tahun
terhitung sejak Undang-Un-
dang ini diundangkan.”

2) Surat Edaran Menteri
LHK Nomor SE.5/
MenLHK- 11/2015 tanggal
21 Mei 2015 Butir 3.3.
Sub urusan pemerintahan
bidang  kehutanan yang
terkait dengan P3D
tetap dilaksanakan oleh
pemerintah kab/kota paling
lama 2 (dua) tahun seJak vu

3) Sﬁrat Edaran Menteri Dalam ‘

Negeri Nomor 120/5935/5)
tanggal 16 Oktober 2015,
diantaranya = menyatakan
sebagai berikut.

a. Butir 1 menyatakan
bahwa kepada
Gubernur, Bupati dan
Walikota diminta untuk
menyelesaikan  secara
seksama  inventarisasi
P3D antar tingkatan/
susunan pemerintahan
sebagai akibat
pengalihan urusan
pemerintahan konkuren
paling lambat 31
Maret 2016 dan serah
terima personel, sarana
dan prasarana serta
dokumen (P2D) paling
lambat 2 Oktober 2016
serah  terima  berita
acara pendanaan paling
lambat  tanggal 31

Desember 2016.

b. Butir 8 menyatakan
bahwa Pemerintah
Daerah segera

berkoordinasi  dengan
K/L terkait dan
melaporkan hasil
pelaksanaan Surat
Edaran ini  kepada
Menteri Dalam Negeri

melaui Direktorat
Jenderal Bina
Pembangunan Daerah
pada kesempatan
pertama.

~ b. Pen lihan Personll
e W




"~ Personil yang dlahhkan adalah
personil

yang melaksanakan

urusan pemerintahan bidang
kehutanan di Kabupaten/kota

kepada

pemerintah  Provinsi

PNS yaitu.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Pegawai Negeri Sipil yang
menduduki jabatan fung-
sional Penyuluh Kehutanan;

Pegawai Negeri Sipil
yang menduduki jabatan
fungsional Polisi Kehutanan;

Pegawai Negeri Sipil
yang menduduki jabatan
fungsional Pengendali
Ekosistem Hutan;

Pegawai Negeri Sipil
yang  telah  mengikuti
dan lulus pendidikan
dan pelatihan fungsional
Penyuluh Kehutanan, Polisi
Kehutanan, dan Pengendali
Ekosistem  Hutan  dan
berada pada unit kerja
yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang
kehutanan  selain  yang
melaksanakan pengelolaan
Taman Hutan Raya (Tahura)
Kabupaten/Kota;

Calon  Pegawai  Negeri
Sipil yang mengisi formasi
jabatan fungsional Penyuluh
Kehutanan;

Calon  Pegawai  Negeri

Sipil yang mengisi formasi
jabatan fungsional
Kehuganan

Polisi

'Calon Pegawél

8)

9)

A perhndun i

Ekosistem Hutan;

Pegawai Negeri Sipil
yang menduduki jabatan
Administrator, =~ Pengawas
dan Pelaksana yang
melaksanakan urusan
pemerintahan bidang

kehutanan pada unit kerja/
dinas yang melaksanakan
urusan kehutanan, Kesatuan
Pengelolaan Hutan
(KPH), atau badan yang
menyelenggarakan urusan
penyuluhan kehutanan.

Jabatan Fungsional

Kehutanan

a. Penyuluh Kehutanan
adalah jabatan
fungsional yang
mempunyai ruang

lingkup tugas, tanggung
jawab, dan wewenang

untuk melaksanakan
kegiatan  penyuluhan
kehutanan sesuai
peraturan  perundang
undangan.

b. Polisi Kehutanan adalah
jabatan fungsional
dalam lingkungan
Instansi Kehutanan
Pusat dan Daerah yang
tugasnya menyiapkan,

melaksanakan,
mengembangkan,
memantau,
mengevaluasi serta
melaporkan  kegiatan



10) Ketentuan

hasil Hutan

Pengendali  Ekosistem
Hutan adalah jabatan
fungsional yang

tugasnya melaksanakan
pegendalian ekosistem
hutan

dalam

pengalihan PNS

a.

~ bulan November dan
~ Desember 2016 tetap

PNS yang dialihkan
adalah PNS dari Kab/
Kota menjadi  PNS
Provinsi

PNS yang telah
dialihkan, ditempatkan
pada unit kerja yang
menyelenggarakan
urusan kehutanan selain
yang mengelola Taman
Hutan Raya.

PNS yang menduduki
jabatan fungsional yang
telah dialihkan, tetap

menduduki Jabatan
Fungsional.

Pengalihan PNS
ditetapkan terhitung

mulai bulan 1 oktober
2016.

Pemberian gaji dan
tunjangan PNS
dibebankan pada APBD
Provinsi terhitung mulai
tanggal 1 Januari 2017.

Pemberian gaji dan
tunjangan PNS untuk

FRERRS: s
dibebankan pada A
Kabupaten/Kota.

11) Tata Cara Pengalihan PNS
Kabupanten/Kota menjadi

PNS Provinsi

a. Sekda Kab/Kota
membuat daftar
nominatif PNS yang

~ oleh  Kepala e
~ Kepegawaian Negara S
\D : kepagl iar _;"'I_ :

melaksanakan tugas
bidang kehutanan selain
pengelolaan Taman
Hutan Raya vyang
akan dialihkan untuk
disampaikan ke pejabat

yang berwenang
di Provinsi (Sekda
Provinsi);

Daftar Nominatif

yang telah dibuat oleh
Pejabat yang berwenang
di Provinsi diusulkan
pengalihannya
kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara/
Kakanreg BKN dan
tembusan kepada Sekjen
Kementerian Kehutanan
dan Lingkungan Hidup;

Kepala Badan
Kepegawaian Negara/
Kakanreg BKN

menetapkan keputusan
pengalihan Pegawai
Negeri Sipil berdasarkan
usulan dari pejabat yang
berwenang;

Keputusan
yang

Pengalihan
ditetapkan
Badan

paikan




; il
~ Pegawai Negeri Sipil

yang bersangkutan
melalui Pejabat yang
Berwenang, dan
tembusan disampaikan
kepada Menteri
Kehutanan, Bupati, dan
Walikota.
12) Jumlah personil jabatan
fungsional lingkup

Kementerian Kehutanan
pada tahun 2015 adalah
sebagai berikut.

No | Jabatan Jumlah
JET Polisi
Kehutanan _—
JFU Polisi Kehutanan 532
JFU Jagawana 84
JFT Penyuluh
Kehutanan 2.933
JFU Penyuluh
Kehutanan 542
JFU Pengendali
Ekosistem Hutan 325

Total 8.344

Ket. Sumber Badan Kepegawaian
Negara (BKN)

Adapaun tata waktu pengalihan
P3D terdiri dari beberapa tahap,
yaitu:

1) inventarisasi dan identifikasi
kondisi existing P3D tingkat
pemerintahan  sampai 31
Maret 2016 sebagai bahan
perencanaan dan anggaran
2017;

2) Kklasifikasi dan Validasi data
dan lnformaSI pada bulan

X fungSI-fu.ngSI KPH yaknl merancan

‘tanggal 2 Oktber 2016
dilakukan serah terima (P3D)
sesuai kewenangannya;

4) pemberlakuan efektif
terhitung mulai tanggal 1
Januari 2017.

Pengalihan P3D tersebut akan
memiliki dampak terhadap
kewenangan yang dimiliki oleh
provinsi dan  kabupaten/kota
diantaranya adalah sebagai berikut.

1) Rehabilitasi di luar kawasan
hutan negara.

2) Pelaksanaan perlindungan
hutan di Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung
(KPHL) dan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi
(KPHP).

3) Pemberdayaan Masyarakat
di bidang Kehutanan.

4) Pelaksanaan penyuluhan
kehutanan Provinsi.

Kewenangan Pengelolaan Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH)

Secara khusus kewenangan pada
tingkat implementasi di sektor
kehutanan berkaitan erat dengan
kewenangan yang terkait dengan
KesatuanPengelolaan Hutan (KPH).
Kewenangan vyang sebelumnya
berada di bawah Kabupaten/
Kota maupun Provinsi saat ini
semuanya ditarik ke Provinsi. Hal
ini mempunyai implikasi bahwa
Provinsi yang akan menjalankan
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‘rencana  pengelolaan  hutan,
pemanfaatan hutan, penggunaan
kawasan hutan, rehabilitasi hutan
dan reklamasi, dan perlindungan
hutan dan konservasi alam sesuai
dengan konteks yurisdiksi Provinsi.
Dengan melihat kecenderungan
bahwa KPH akan menjadi
pengelolaan kehutanan ke depan
di tingkat tapak, maka berbagai
usulan teknis pemanfaatan dan
peruntukan kawasan hutan ke
depan harus melalui provinsi.
Peran Pemerintah Pusat adalah
mengontrol perencanaan yang
diusulkan provinsi dan mengawasi
pelaksanaannya. Karena itu, sistem
perencanaan dan pemantauan
pemanfaatan hutan pada skala
makro tetap berada pada
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK), sementara
usulan pemanfaatan dan
pengelolaan di tingkat tapak akan
menjadi bagian dari kewenangan
Provinsi.

Sesuai mandat dalam UU Nomor
23 Tahun 2014 terhadap tata kelola
hutan, maka dalam pengelolaan
Kesatuan  Pengelolaan  Hutan
(KPH), maka diantaranya dapat
diuraikan sebagai berikut adalah:

a. Prinsip dalam tata kelola hutan,

yang terdiri dari 2 yaitu.

1) Administrasi yaitu sistem
penyelenggaraan pemerin-
tahan yang terdiri dari:

a. penyelenggaraan urusan
pemerintahan konkuren
dibagi ‘berdasarkan

"d.z

= . rlns‘;a rnalitas, ;ﬁ. ,_pgﬁbahgunar{

o Op isiona sasn KPH dengan

akuntabilitas dan
efisiensi (pusat-provinsi-
kab/kota) yang terdiri
dari urusan wajib dan
pilihan;

b. urusan  wajib  non
pelayanan dasar adalah
lingkungan hidup dan
urusan pilihan adalah
kehutanan;

C. penguatan terhadap
struktur organisasi dan
tata kerja kelembagaan;

d. perubahan nomenklatur
dari yang  bersifat

koordinator =~ menjadi
eksekutor (Badan/
Kantor Lingkungan

Hidup menjadi Dinas
Lingkungan Hidup);

e. pembentukan Unit
Pelaksana Teknis (UPT)
Dinas Lingkungan Hidup
harus mengacu UU
Nomor 23 Tahun 2014
beserta turunannya.

2) Operasional yaitu kebijakan
dalam pengelolaan
sumberdaya alam yang
dimiliki, terdiri dari:

a. penguatan pengelolaan
SDA  khusus  bidang
kehutanan pada tingkat

tapak; dan

b. kelembagaan serta
tata kelola hutan pada
tingkat tapak

b. Strategi ~ percepatan

e

dan



memperhatikan beberapa

aspek, yaitu:

1) tata hutan dan perenca-
naan;

2) pemanfaatan dan kerjasama
KPH;

3) rehabilitasi dan
pemberdayaan masyarakat;

4) investasi dan pendanaan.

3. Penguatan Kelembagaan Daerah

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 telah
menarik beberapa kewenangan
kembali ke pusat, namun
pengaturan dalam UU tersebut
sudah lebih pasti dibandingkan
UU Nomor 32 Tahun 2004 dalam
hal penunjukan dan pembagian
urusan  Pusat-Daerah. Sebagian
besar urusan pembentukan
kebijakan panduan implementasi
pembagian urusan Pusat-Daerah
dalam UU No. 23 Tahun 2014
tidak banyak ditemukan dalam UU
Nomor 32 Tahun 2004, misalnya,
pembentukan norma, standar,
prosedur, dan criteria.
Adapun penguatan kelembagaan di
bidang urusan kehutanan di daerah
yang perlu ditindaklanjuti meliputi:
a. fungsi dasar pelaksanaan urusan
Kehutanan adalah atas dasar
pertimbangan sebagai berikut.

1) Pentingnya fungsi dasar
masing-masing urusan se-
bagai indikator keberhasilan
layanan tiap-tiap kewenan-
gan baik Provinsi maupun

Kabupaten/Kota-.h_'_ > %,

2) l':ungs.i'fcla'sar.é\li'arij

secara teknis bersama KLHK
dan Pemerintah Daerah.

b. Persiapan kelembagaan

Mempersiapkan  kelembagaan
daerah untuk mengoptimalkan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) sebagai penyelenggara
urusan  pemerintah  daerah
dengan melakukan revisi
Peraturan Pemerintah No 41
Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat ~ Daerah  dengan
menyusun langkah-langkah
diantaranya adalah:

1) Penyiapan indikator dan
variabel teknis;

2) Pemetaan tipologi dinas
dalam skenario nasional;

3) Penyiapan pedoman
penyusunan nomenklatur
dan unit kerja perangkat
daerah;

4) Mempersiapkan
pedoman pelaksanaan
urusan  konkuren  untuk
mengoptimalkan
penyelenggara urusan
pemerintahan daerah
(revisi Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007
dan Permendagri Nomor
54 Tahun 2010) dengan
menyusun langkah - Langkah
diantaranya adalah:

a. Perumusan nomenklatur
program/kegiatan

b Indikator klner)a kunc1

ielaborasi



informasi sektoral

d. Pola pendekatan
pencapaian target
program dan kegiatan

e. Kebutuhan NSPK untuk
melaksanakan  Urusan
Pemerintahan Daerah

f. Kebutuhan Produk
Hukum Daerah

5) Arahan Rancangan

Peraturan Pemerintah

(RPP) Urusan Pemerintahan
Konkuren dalam Penataan
Kelembagaan Perangkat
Daerah yaitu.

a.

6) Arahan
E raturan Pemgkntah (RPP)
¥ ?‘ am

P

Pelaksanaan urusan
pemerintahan konkuren
merupakan perwujudan
fungsi mengatur dan
fungsi mengurus urusan
pemerintahan konkuren
baik yang dilaksanakan
di pusat maupun
daerah.

Pelaksanaannya
dijabarkan kedalam
layanan penting dan
layanan pendukung.

Penambahan sub
urusan  pemerintahan
dan penambahan
kewenangan pada
masing-masing
tingkatan atau susunan
penambahan

Rancangan

s aand .._

~ Penataan
Perangkat Daerah yaitu.
a. Perangkat Daerah
adalah unsur pembantu
kepaladaerahdan DPRD
dalam penyelenggaraan
Urusan  Pemerintahan
yang menjadi
kewenangan Daerah.

b. Perangkat Daerah
provinsi dan
kabupaten/kota  selain
melaksanakan  Urusan

Pemerintahan yang
menjadi  kewenangan
Daerah juga
melaksanakan Tugas
Pembantuan.

¢. Nomenklatur
Perangkat Daerah
dan unit kerja pada
Perangkat Daerah yang
melaksanakan  Urusan
Pemerintahan  dibuat
dengan memperhatikan

pedoman dari
kementerian/lembaga
pemerintah non
kementerian yang
membidangi Urusan

Pemerintahan tersebut.
¢. Penyusunan Norma, Standar,
Kriteria dan Prosedur (NSPK)

Dalam UU Nomor 23 Tahun
2014, keberadaan NSPK untuk
melaksanakan suatu urusan,
tidak lagi disebutkan secara rinci
seperti yang dapat dilihat dalam
UU Nomor 32 Tahun 2004 dan

-aturan Pemerintah Nomor 38

,;-_ftgn_térig Pembagian

Kelembagaan




Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota. Dalam UU
Nomor 23 Tahun 2014 telah
memberikan kewenangan
kepada Pemerintah Pusat
untuk menyusun NSPK bagi
semua urusan yang diserahkan
ke daerah. Hal ini berbeda
dengan Nomor 32 Tahun
2004 yang memerintahkan
pembuatan NSPK baik di
tingkat pusat maupun daerah.
Akibatnya, banyak urusan
yang belum kunjung terlaksana
akibat antrian NSPK yang
tidak kunjung terbentuk di
tingkat daerah, bahkan sampai
dikeluarkannya UU Nomor
23 Tahun 2014. Dengan
menyerahkan kewenangan
penyusunan NSPK di tingkat
pusat, maka diharapkan NSPK
dapat diselesaikan dengan lebih
cepat. Meskipun demikian,
pemberian kewenangan NSPK
semata-mata ke Pemerintah
Pusat juga akan menimbulkan
persoalan implementasi ke
daerah, yakni acapkali standar,
kriteria dan prosedur yang
dibentuk oleh Pemerintah Pusat
tidak bisa menjawab konteks
dan kebutuhan daerah yang
beragam.

UU Nomor 23 Tahun 2014
tetap akan membentuk aturan
pelaksanaan kewenangan
untuk masing-masing urusan

B = )

paling lambat dua tah.pn setelah A

pemberlakuan Undang-undang
ini, atau awal tahun 2017. UU
Nomor 23 Tahun 2014 tidak
menyebutkan secara spesifik
bentuk hukum dari NSPK yang
akan dibentuk. NSPK merupakan
kebutuhan bagi Pemerintah Pusat
untuk memberikan panduan
interpretasi pelaksanaan atas
suatu  kebijakan. Sementara
bagi  Pemerintah  Provinsi,
Kabupaten = maupun Kota,
NSPK memberikan arahan agar
interpretasi pelaksanaan atas
suatu kebijakan kurang lebih
sama sehingga ada konsistensi
antara pelaksanaan di daerah
dengan perencanaan di tingkat
pusat. Untuk mencapai maksud
ini, UU Nomor 23 Tahun 2014
akan diikuti oleh peraturan
pelaksanaan termasuk ketentuan
tentang NSPK pada beberapa
urusan hingga awal 2017.

Implementasi UU Nomor 23
Tahun 2014 tentu saja masih
menunggu beberapa peraturan
pelaksanaannya. Salah satunya
adalah revisi PP Nomor 41
Tahun 2007 tentang organisasi
perangkat daerah yang
digawangi oleh Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri). PP
ini sangat strategis karena akan
menentukan postur organisasi
di daerah maupun tugas pokok
dan fungsinya. Kementerian
Dalam Negeri berencana
untuk merampingkan struktur
organisasi  Provinsi maupun
Kabupaten/Kota agar dapat

; _me,ngefmenkan kqoq[dma%_ da
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menghemat anggaran. Skenario
yang dapat dilakukan oleh
Kemendagri adalah dengan
menggabungkan beberapa
kewenangan yang tersebar di
beberapa organisasi ke dalam
satu unit organisasi. Usulan
seperti ini tentu ada akibat positif
dan negatif-nya bagi kinerja
Pemerintah  Daerah. Karena
itu, analisis empirik maupun
analisis  hukum  seharusnya
mendahului usulan ini agar PP
yang baru dapat memperkuat
semangat desentralisasi sekaligus
meningkatkan kinerja Provinsi,
Kabupaten dan Kota ke depan

Dalam mengimplementasikan
UU Nomor 23 Tahun 2014
terdapattantanganterbesaryaitu
bagaimana mendesain arsitektur
sistem penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif dan
efisien sekaligus adaptif pada
tataran kelembagaan perangkat
daerah. Hal ini juga merupakan
momentum bagi LHK dalam hal
penataan kelembagaan yang
lebih baik, yaitu:

a. Bagaimana KLHK member-
ikan pelayanan prima.

b. Penataan kembali Sumber
Daya Manusia (SDM), As-
set, Anggaran dan Doku-
men.

c. Melengkapi dan menyem-

purnakan Norma, Stan-
dar, Prosedur dan Kriteria
(NSPK).

" d. Siata Hubungan Ker)a terha-

bt
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Sedangkan berkenaan den'g.an'

kelembagaan perangkat daerah
urusan pemerintah bidang

lingkungan hidup dan kehutanan

berupa, maka langkah-langkah

yang harus ditempuh adalah:

a. Kesepahaman desain
kelembagaan perangkat daerah;

b. Kesepahaman pelaksanaan
pengalihan P3D;

c. Desain Struktur Organisasi Tata
Kerja (SOTK) Dinas Provinsi
urusan LHK;

d. Desain Struktur Organisasi Tata
Kerja (SOTK) UPTD Provinsi
urusan LHK;

e. Desain pengalihan P3D.

Kewenangan Perizinan

Ada hal yang sangat menarik
dengan berlakunya UU Nomor
23 Tahun 2014 vyaitu terdapat
sejumlah perubahan yang
signifikan atas beberapa urusan
dan kewenangan. Di sektor
kehutanan, pemerintah pusat tetap
mempertahankan kewenangan atas
kawasan hutan, yakni pada tingkat
perencanaan, perizinan, dan
implementasi pengelolaan hutan
dan pengawasan. Pemerintah
Pusat mempunyai kewenangan
mengontrol proses perencanaan
dan pemantauan sumber daya
hutan  termasuk  pengukuhan
kawasan hutan. Meskipun
perencanaan pengukuhan kawasan

hutan merupakan kewenangan
pusat, implementasinya tetap
akan berkaitan dengan tugas

dan tanggung jawab Provinsi.

hal ini, banyak persoalan




pengukuhan kawasan hutan yang
dalam implementasinya sangat
berkaitan dengan tanggung jawab
provinsi, antara lain penyelesaian
klaim hak pihak ketiga dan
pengawasan penggunaan kawasan
hutan.

Dalam hal perizinan di sektor

kehutanan, provinsi mempunyai

dua kategori kewenangan

perizinan yaitu.

a. izin pemanfaatan hutan yang
sifatnya  tidak  eksploitatif
sehingga tidak memberikan

lzin  Usaha  Pemanfaatan
Kawasan (IUPK), lzin Usaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan

(IUPJL) kecuali pemanfaatan

penyimpanan dan/atau
penyerapan  karbon  tetap
merupakan kewenangan

pemerintah pusat, dan lIzin
pemungutan hasil hutan bukan
kayu (IPHHBK).

.izin pemanfaatan hutan yang

implikasi penggunaannya akan
mempengaruhi tutupan hutan.
Termasuk dalam kategori ini

adalah Izin Pemungutan Hasil
Hutan Kayu (IPHHK) dan
Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
pada kawasan Hutan Produksi
Konversi dan kawasan hutan
dengan lzin Pinjam Pakai.

pengaruh signifikan terhadap
perubahan tutupan maupun
bentang alam dalam
kawasan  hutan.  Termasuk
dalam kategori ini adalah

Daftar Pustaka:

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jo
Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat
daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.5/MenLHK- 11/2015 tanggal 21 Mei 2015;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/S) tanggal 16 Oktober
2015.

http://ebebun.blogspot.co.id/2015/04/menyoal-implikasi-uu-23-tahun-2014.
html

http://www.slideshare.net/01112015/perspektif-politik-hukum-dampak-uu-
232014-terhadap-pengelolaan-sumber-daya-hutan

*) Auditor pada Inspektorat Investigasi
k"\. " T I y .
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LINGKUNGAN KLHK
PADA PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN

DALAM BENTUK REVIU RKA-K/L

Pengantar
Pada UU No 17 /2003 dan UU No

25 /2004
penyusunan
berpedoman
Kerja Pemerintah
memperhitungkan
anggaran.

menyebutkan bahwa
Rencana RAPBN
pada Rencana
(RKP), dengan
ketersediaan

menentukan
pembangunan  beserta  kegiatan-
kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam dokumen RKP. Hasil yang
diharapkan adalah  hasil  secara
nasional (National outcomes). RKP
merupakan dokumen perencanaan
tahunan dan merupakan penjabaran
dari dokumen Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN), yang
memuat  prioritas  pembangunan,
rancangan ekonomi makro, program
K/L, Lintas K/L dan kewilayahan, dan
bentuk kerangka regulasi dan kerangka
pedoman yang bersifat indikatif, yang
kemudian di jabarkan lebih lanjut ke
dalam Renja K/L untuk selanjutnya
dijabarkan dalam RKA-K/L berdasarkan
pagu anggaran.

Pemerintah prioritas

Penyusunan  RKA-K/L  merupakan
bagian dari perencanaan penganggaran
Dengan adanya permasalahan dalam

_.dan RB no 7 tahun 2012 tentang

Merry Erawati *

belum disusun dengan baik dan tepat,
tidak sesuai dengan kaidah-kaidah
penganggaran, sehingga penuangan
informasi dalam dokumen RKA-K/L
kerapkali tidak terukur, disamping itu
adanya kendala atas dokumen DIPA
yang belum siap dilaksanakan awal
tahun anggaran (Januari) meskipun
DIPA K/L sudah ditetapkan sebelum
tahun anggaran (Desember)

Adanya perencanaan yang belum
optimal juga berdampak kepada
penyerapan anggaran yang tidak

optimal juga dan cenderung terjadi
pelaksanaan anggaran pada akhir
tahun anggaran, yang berdampak pada
kualitas belanja negara belum optimal
juga dalam mendukung sasaran
pembangunan, yang berujung menjadi
tidak dapat maksimal dalam memacu
pembangunan. Oleh karena itu,
dalam proses perencanaan anggaran
dituntut untuk menghasilkan RKA-K/L
yang berkualitas dan sesuai dengan
kaidah-kaidah penganggaran. Dengan
demikian APIP K/L harus sudah mulai
berperan sejak tahap perencanaan
penganggaran. Peran APIP inidiperkuat
dengan adanya Surat Edaran Menpan




rangka penghematan penggunaan
Belanja Barang dan Belanja Pegawai di
lingkungan Aparatur Negara, dimana
antara lain mengatakan bahwa
pimpinan instansi memberi tugas APIP
K/L  untuk melakukan peningkatan
pengawasan dalam rangka penyusunan
Rencana Kerja Anggaran.

Kemudian Menteri Keuangan
mendukung inisiatif reviu RKA-K/L
oleh APIP tersebut dengan Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) Nomor
94/PMK/.02/2013 tanggal 28 Juni
2013 tentang Petunjuk Penyusunan
dan Penelaahan RKA-K/L Tahun 2014
dan PMK nomor 194/PMK.02/2014

Tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri  Keuangan nomor 94/
PMK.02/2013  Tentang  Petunjuk

Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL,
dimana peran APIP K/L dalam kegiatan
perencanaan dan penganggaran ini
dilaksanakan melalui reviu terutama
pada tahap penyusunan RKA-KL,
untuk menjamin kapatuhan terhadap
kaidah-kaidah penganggaran sebagai
quality assurance.

DalamPMKtersebutjugauntuk pertama
kalinya diperkenalkan  pemisahan
pengaturan yang tegas dalam kegiatan
perencanaan dan  penganggaran
yaitu pengaturan tentang Tata Cara
Penyusunan RKA-K/L dan pengaturan
tentang Tata Cara Penelahaan RKA-K/L
. Pemisahan tersebut sangat penting
artinya karena hal ini menunjukkan
ketegasan posisi masing-masing
pihak yang terlibat dalam kegiatan
perencanaan dan  penganggaran.
Dalam tahap Penyusunan RKA K/L
menggambarkan peran yang begitu
besar kepada K/L beserta unit-unit yang

ada pada K/L termasuk satuan Kerja
dibawahnya untuk mempersiapkan
kegiatan dan menuangkannya dalam

RKA-K/L  dengan  mempedomani
ketentuan-ketentuan yang ada.
Pada tahap penyusunan RKA-K/L

yang disusun telah mempedomani
peraturan-peraturan yang ada
baik aturan tentang Standar Biaya,
Bagan Akun Standar, Rencana Kerja
Pemerintah, Komposisi sumber dana
dan sebagainya. Sementara pada tahap
Penelahaan RKA-K/L menggambarkan
peran Direktorat Jenderal Anggaran
bersama Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas
untuk mendalami RKA-K/L yang telah
disusun oleh K/L dan tentunya telah
melalui reviu/penelitian oleh APIP K/L
dan Biro Perencanaan K/L

Pemisahan tugas dan tanggung jawab
tersebut sudah lama ditegaskan
dalam Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara maupun Undang-Undang
nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN). Pemisahan Tugas

dan tanggung jawab tersebut meliputi
tugas Menteri/Pimpinan  Lembaga
selaku  Chief Operational Officer
(COO) vyang bertanggungjawab di
dalam perencanaan, pelaksanaan,
pelaporan, serta pertanggungjawaban
atas anggaran yang menjadi tanggung
jawabnya. Tugas Menteri Keuangan
selaku Chief Financial Officer (CFO)
yang bertanggung jawab dalam
menjamin ketersediaan anggaran sesuai
kemampuan keuangan negara untuk
mendukung pelaksanaan program

dan kegiatan yang menjadi tanggung
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jawab dari masing-masing K/L serta
mengesahkan dokumen pelaksanaan

anggaran. Serta tugas Menteri
Perencanaan selaku Chief Pelanning
Officer (CPO) yang bertanggungjawab
dalam menyusun dan menetapkan
prioritas dan fokus prioritas
pembangunan nasional beserta target

kinerja yang direncanakan yang
dituangkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP).

Tujuan dilaksanakan Reviu
Beberapa pertimbangan untuk
mendorong keterlibatan Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
dalam kegiatan perencanaan dan
penganggaran, antaralain adalah upaya
menjadikan APIP sebagai penjamin atas
proses perencanaan dan pengaggaran
di K/L nya masing-masing . Jika dimulai
dari tahap awal penyusunan RKA-K/L
sudah dapat dilakukan dengan baik,
dengan mematuhi semua pedoman
dan ketentuan yang ada , maka dalam
tahap pelaksanaan anggaran maupun

pada tahap Evaluasi akan dapat
dilaksanakan dengan baik pula.

Selain itu Menteri/Pimpinan dalam
rangka menyelenggarakan fungsi

COOnya, mempunyai kewajiban untuk
memimpin proses penyusunan RKA-K/L
dalam lingkup Kementerian Negara/
Lembaga yang dipimpinnya. RKA-K/L
yang disusun harus mempedomani
peraturan, ketentuan dan rambu-
rambu yang sudah ditetapkan. Tugas
untuk memberikan jaminan bahwa
RKA-K/L yang disusun sudah mengikuti
pedoman dan peraturan yang ada
serta telah dilengkapi dengan data
pendukung oleh K/L. Dalam rangka
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memberikan jaminan tersebut APIP
mempunyai tugas untuk melakukan
verifikasi atas RKA-K/L yang disusun
melalui kegiatan Reviu.

Dahulu  peran untuk melakukan
verifikasi/reviu tersebut dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Anggaran dalam
forum penelaahan. Dengan adanya
pergeseran tersebut kepada APIP
K/L, maka Kementerian Keuangan/

Direktorat Jenderal Anggaran
dan Kementeriaan Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas

dalam kegiatan penelaahan dapat lebih
fokus melakukan hal-hal yang lebih
strategis, seperti meneliti relevansi
output dengan kegiatan, meneliti
relevansi komponen dengan output,
tidak serta merta hanya melakukan
tugas-tugas yang sifatnya administratif
untuk menguji dan meneliti dokumen
pendukung seperti Kerangka Acuan
Kerja  (KAK) maupun Rencana
Anggaran Biaya (RAB)

Secara garis besar tujuan dilibatkannya
APIP-K/L dalam perencaaan dan
penganggaran antara lain :

a. Sebagai upaya meningkatkan kualitas
perencanaan dan penganggaran,
serta meningkatkan kualitas belanja,
melalui jaminan dari APIP bahwa
RKA-KL sudah disusun dengan tepat,
serta mematuhi petunjuk, peraturan
dan pedoman yang ada

b. Sebagai upaya untuk melakukan
percepatan  pencapaian  sasaran

kinerja K/L, karena kegiatan sudah
disiapkan dengan baik sejak awal
dan diharapkan dapat dieksekusi
lebih awal pula

¢. Perbaikan standar pelayanan kepada
stakeholder,

melalui  perubahan




fokus penelaahan pada relevansi

komponen input, output dan
kegiatannya, maka terhadap hal-
hal yang sifatnya adaministratif
dan kepatuhan pada aturan dapat
diselesaikan oleh K/L itu sendiri .

d. Menghindari terjadinya kesalahan
diawal perencanaan, karena
APIP K/L selaku auditor dapat
melaksanakan tugas preventifnya
untuk memastikan bahwa RKA-K/L
yang disusun sudah benar, sehingga
dalam pelaksanaannya juga akan
dapat diminimalisir terjadi kesalahan

Pengertian Reviu

Reviu RKA-K/L adalah penelaahan
atas penyusunan dokumen rencana
keuangan vyang Dbersifat tahunan
berupa RKA-K/L, oleh auditor /APIP
K/L yang kompeten dan tergabung
dalam Tim Reviu, untuk memberikan
keyakinan yang terbatas bahwa RKA-
K/L telah disusun berdasarkan RKP,
Renja dan pagu angggaran serta
kelayakan anggaran terhadap sasaran
kinerja yang direncanakan, dalam
upaya membantu menteri /pimpinan
lembaga untuk menghasilkan RKA-K/L
yang berkualitas.

Ruang Lingkup, Sasaran dan
Waktu Pelaksanaan Reviu
Ruang lingkup reviu adalah pengujian
atas penyusunan dokumen rencana
keuangan yang bersifat tahunan dan
dokumen pendukungnya, termasuk
di dalamnya pengujian terbatas atas
dokumen sumber .

Reviu  dilaksanakan  pada  saat

penyusunan RKA-K/L

setelah

ditetapkan nya pagu anggaran K/L
(bulan Juli) dan penyesuaian RKA-K/L
setelah diperolehnya alokasi anggaran
K/L (bulan Oktober).

Untuk mendukung dan menjamin
efektifitas Reviu atas RKA-K/L, perlu
dipertimbangkan  kompetensi  tim
reviu yang akan ditugaskan sesuai
dengan tujuan reviu, maka tim reviu
secara kolektif seharusnya memenuhi
kompentensi sbb :

a. Memahami Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

b. Memahami tatacara
RKA-K/L

c. Memahami Bagan Akun Standar

d. Memahami Perencanaan pengadaan
Barang  Jasa  Pemerintah  di
lingkungan K/L

e. Memahami penyusunan
BMN

f. Memahami proses bisnis atau tugas
dan fungsi unit yang diteliti

g. Menguasai teknik komunikasi

h. Mamahami analisis basis data

penyusunan

SIMAK-

Implementasi dan Permasalahan
Reviu

Dalam melaksanakan reviu RKA-K/L
tersebut metode yang digunakan oleh
K/L berbeda-beda, ada yang melakukan
reviu per satuan kerja, ada yang per
eselon ll/per kegiatan dan ada pula
yang per Eselon |/Per program. Metode
reviu tersebut umum nya tercermin
dari ukuran K/L masing-masing. Reviu
per satker biasanya dilaksanakan
oleh K/L yang tidak terlalu besar dan
memiliki jumlah satker yang tidak
banyak. Sementara pada K/L yang
termasuk besar dengan jumlah satker
yang banyak serta tersebar diseluruh
== . - ik i B



provinsi umumnya reviu dilakukan per
eselon ll/per kegiatan atau per eselon
I/per program. Besar kecilnya satker
tampaknya menentukan metode reviu
RKA-K/L oleh APIP. Perbedaan objek

reviu ini disebabkan karena tidak
adanya petunjuk/ ketentuan yang
mengatur hal tersebut, sehingga APIP
K/L melaksanakan reviu sesuai dengan
pemahaman mereka masing-masing,
disamping keterbatasan waktu yang
diberikan.

Salah satu contoh dari Kementerian
Lingkungan Hidup sebelum bergabung
dengan Kementerian Kehutanan
melakukan reviu RKA-K/L melalui per
eselon I, karena Kementerian Lingkungan
Hidup adalah merupakan kementerian
yang tidak terlalu besar dan juga tidak
memiliki jumlah satker yang tidak
terlalu banyak. Sedangkan Kementerian
Kehutanan dari pertama melakukan reviu
RKA-K/L sudah dilakukan per eselon II/Per
kegiatan atau per eselon I/ per program
karena intansi /kementerian termasuk
yang besar dengan jumlah satker yang
banyak serta tersebar diseluruh provinsi .

Prinsip pengaggaran kita saat ini
adalah Performance Based Budgetting,
dimana Kuasa Pengguna Anggaran
seharusnya lebih memahami strategi
untuk mencapai sasaran kinerja dari
satuan kerjanya.

Permasalahannya dalam pelaksanaan
anggaran Anggaran Berbasis Kinerja
belum bisa diterapkan sepenuhnya
lebih banyak kepada Anggaran
berbasis Penyerapan

Sebagaimana kita ketahui secara garis

besar, proses penyusunan RKA-K/L

mengatur 3 (tiga ) materi pokok,

yaitu pendekatan  penyusunan
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anggaran, klasifikasi anggaran, dan
proses penganggaran. Pendekatan
yang digunakan dalam  proses
penyusunan anggaran terdiri atas
pendekatan (1) penganggaran
terpadu, (2) Penganggaran Berbasis
Kinerja (PBK), dan (3) Kerangka
Pengeluaran Jangka Menengah
(KPJM). Sementara itu, klasifikasi
anggaran yang digunakan dalam
penganggaran meliputi (1) klasifikasi
menurut organisasi, (2) klasifikasi
menurut fungsi dan (3) klasifikasi
menurut jenis belanja (ekonomi).
Selanjutnya, proses penganggarannya
dimulai dari pagu indikatif sampai
dengan penetapan pagu alokasi
anggaran K/L yang bersifat final. Sistem
penganggaran tersebut harus dipahami
secara baik dan benar oleh pemangku
kepentingan (stakeholder) agar dapat
dihasilkan APBN yang kredibel dan
dapat dipertanggungjawabkan.

Memperhatikan hal tersebut di atas
tidaklah mudah dalam menyusun RKA-
K/L, melalui beberapa pendekatan,

namun kenyataanya anggaran
yang telah disusun  selanjutnya
dilaksanakan satker dalam setiap

evaluasi pelaksanaan kegiatan, maka
yang menjadi fokus manajemen adalah
berapa persentase penyerapan yang
telah dicapai dalam setiap evalusi,
baik setiap triwulan, smester, maupun
akhir anggaran, namun bukanlah
memperhatikan capaian output atau
outcome dari masing-masing satker
guna mendukung kegiatan untuk
capaian program baik eselon | maupun
K/L, Maka dapatkah kinerja diukur
dengan hanya memperhatikan capaian
persentase penyerapan masing-masing

1
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? Apabila ini me
ukur yang dilakukan manajemen maka
di mana peran evaluasi kegiatan dan
program dilakukan kalau kegiatan
hanya diukur dari satu sisi saja yaitu
penyerapan, maka pada saat audit,
khususnya audit kinerja pada masing-
masing  satker sering  ditemukan
beberapa hal :

a. Adanya pemborosan dalam setiap
komponen, karena yang dikejar
adalah bagaimana menghabiskan
anggaran guna capaian persentase
penyerapan.

b. Komponen kurang mendukung,
bahkan komponen tidak mendukung

kegiatan
c. Ouput tidak tercapai, dalam
capaian  output pada setiap
Referensi
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njadi tolok

komponen kegiétan, namun satker
yang melaksanakn kegiatan dan

mengevaluasi  kegiatan  hanya
capaian-capaian komponen yang
menjadi tolok ukur dan dievaluasi,
namun bukan satuan output yang
dicapai.
Maka dalam menelaah dan reviu
RKA-K/L perlu satu pemahaman vyaitu
“money  follow function (bahwa
uanglah yang mengikuti fungsinya)”
bukan * function follow money (fungsi
mengkuti uang )", sehingga perlu
dipertanyakan sejauhmana kegiatan
dan program serta sejauh mana kinerja
satker dapat tercapai dengan dukungan
dana yang tersedia.
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Praktek Pengendallan
Intern dan Desain SPIP
di Tingkat UPT

oleh
Dwianto C Subandrio*)

Tahun2016adalahtahunketigabagisatuankerja(satker)dilingkungan Kementerian
Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK)
untuk membuat desain penyelenggaraan SPIP. Desain SPIP ini adalah suatu upaya
penyelenggaraan SPIP secara efektif bagi satker. Targetnya, secara sederhana,
agar satker yang bersangkutan dapat mencapai tujuan organisasinya. Namun,
setelah tiga tahun desain SPIP didengungkan, penyelenggaraannya di tingkat
unit-unit pelaksana teknis (UPT) belum banyak mengalami kemajuan. Sementara
itu, berdasarkan pengalaman selama melakukan audit di UPT, Penulis mendapati
bahwa ada beberapa praktek pengendalian intern yang sudah dilaksanakan tapi
tidak ditampung dalam desain SPIP satker yang bersangkutan.

Pengendalian Intern dan Desain
SPIP

Batasan pengendalian intern secara
resmi ada di Peraturan Pemerintah No
60 Tahun 2008, “Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (disingkat SPIP)
adalah proses integral pada tindakan
dan kegiatan yang dilakukan secaraterus
menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan
yang memadai atas tercapainya
tujuan organisasi melalui kegiatan
yang efektif dan efisien, kehandalan Desain penyelenggaraan SPIP - sesuai
pelaporan keuangan, pengamanan batasan pada Peraturan Menteri
aset negara, dan ketaatan terhadap LHK No.38/Menlhk-1l/2015 - adalah
peraturan perundang-undangan”. suatu rencana kerja atau desain
Sedangkan batasan yang terasa Penyelengaraan SPIP yang disusun di
leblh ringan’, misalnya yang Penulis satker, sebagai upaya satker itu agar

ari Wlklpedla “Pen_gendalian F dpat_men'.yelenggarakan SPIP secara

dipengaruhi oleh SDM dan sistem
teknologi informasi, untuk membantu
organisasi mencapai tujuannya. la
berperan penting untuk mencegah dan
mendeteksi penggelapan (fraud) dan
melindungisumber dayayangberwujud
(seperti anggaran, sarpras) maupun
tidak berwujud (seperti reputasi,
kepercayaan masyarakat).




seluruh

berisi
unsur SPIP, yang mencakup unsur

rencana pelaksanaan

lingkungan pengendalian, penilaian
risiko, kegiatan pengendalian, informasi
dan komunikasi, serta pemantauan
pengendalian intern dalam kurun
waktu satu tahun.

Dengan demikian, yang dimaksud
Penulis sebagai pengendalian intern
dalam tulisan ini adalah sembarang
kegiatan - sesederhana apa pun - yang
dilakukan oleh sembarang pegawai
UPT untuk mencapai tugas dan fungsi
UPT. Sedangkan desain SPIP adalah
satu ‘paket kegiatan’ yang diamanatkan
kepada UPT/sakter di lingkungan KLHK
sesuai Peraturan Menteri tersebut di
atas.

Peta Penyelenggaraan SPIP di
Tingkat satker (UPT)

Peta  penyelenggaraan SPIP  ini
adalah yang Penulis dapatkan pada
saat melaksanakan audit kinerja
di lingkungan UPT. Evaluasi atas
pengendalian intern di auditi adalah
salah satu tahap dalam metoda
audit kinerja, sehingga praktis semua
penyelenggaraan SPIP di UPT harus
dicermati.

Peta ini menarik, setidaknya untuk
mengambil langkah-langkah yang lebih
sistematis bagi Inspektorat Jenderal
selaku pembina teknis penyelenggaraan
SPIP di lingkungan Kementerian LHK.

Petanya sebagai berikut.

1. Satker sudah membuat desain SPIP,
tapi belum mengefektifkannya.

. Satker belum memiliki desain SPIP.

. Satker belum memahami konsep
desain penyenggaraan SPIP secara
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tepat

4. Satker belum mengefektifkan desain
SPIP yang sudah ada, namun satker
itu mempraktekkan pengendalian
intern kegiatan lain.

5. Satker sudah cukup memahami
konsep pengendalian intern, tapi
belum membuat desain SPIP

6. Satker sudah  mempraktekkan
beberapa pengendalian intern, tapi
belum membuat desain SPIP

Masing-masing kasus dapat dijelaskan
sebagaimana di bawah ini.

= Satker sudah membuat desain SPIP,
tapi belum mengefektifkannya.

Ini mungkin kondisi yang cukup
sering ditemui di UPT. Dalam
desain yang dibuat, ada vyang
membuat pengendalian terhadap
tiga kegiatan, bahkan ada pula
yang membuat pengendalian
atas 12 kegiatan. Namun, yang
memprihatinkan adalah bahwa
kegiatan  pengendalian  yang
dirancang sendiri oleh UPT tidak
dipraktekkan. Ada kesan bahwa
dokumen desain SPIP yang dibuat
hanya untuk berjaga-jaga jika
audtor menanyakannya saat audit,
atau, dibuat untuk memenuhi
amanat Menteri.

Sebagai contoh, ada suatu UPT
yang sudah membuat dokumen
desain SPIP, di mana salah satu
kegiatan yang akan dikendalikan
adalah “pengamanan bendahara
saat mengambil uang di bank”.
Dalam prosedur yang dibuat,
ada ketentuan bahwa pada saat
bendahara akan ke bank untuk
mengambil



‘oleh satpam kantor, dan diantar
oleh sopir kantor dengan mobil
dinas. Akan tetapi, saat ditelusuri

efektifitasnya,  ternyata  nihil.
Yang dipraktekkan, bendahara
itu selalu pergi ke bank dengan
mobil pribadinya. Yang menjadi
pengawal sekaligus sopir saat
bendahara itu ke bank adalah
suami bendahara itu sendiri. Sesuai
penuturan sopir kantor, selama
tiga tahun, bendahara itu hanya
sekali ke bank dengan kendaraan
dinas. Walau di UPT itu ada
beberapa mobil dinas, namun,
dalam prakteknya, bendahara itu
sulit mendapat pinjaman mobil
dinas untuk ke bank.

Satker belum memiliki desain SPIP.

Kasus ini adalah kondisi yang
juga sering ditemui. Dalam kasus
ini, yang sering dijadikan alasan
adalah belum adanya komitmen
di antara kepala seksi. Kegiatan
SPIP sering dipersepsikan sebagai
‘pekerjaannya KSBTU’. Kondisi
ini diperparah lagi oleh fakta
bahwa kepala satker pun tidak
menggerakkanstafnya. Tidak heran,
kondisi semacam itu membuat
satker tidak kunjung menyusun
desain SPIP. Seolah terjadi ‘saling
menunggu’ sampai semua pejabat
struktural sama-sama menyadari
perlunya pengendalian intern di
kantor mereka.

Satker belum memahami konsep
desaln penyenggaraan SPlP secara
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Kasus ini ditemukan di beberapa
UPT vyang mengaku belum
mendapat sosialisasi tentang SPIP.
Ada UPT yang mengaku telah
menyiapkan bahan-bahan SPIP.
Namun, yang dimaksud bahan SPIP
ternyata kumpulan lembaran tata-
hubungan-kerja untuk beberapa
kegiatan. Ada juga yang mengaku
sudah melaksanakan SPIP dengan
menunjukkan semacam ‘berita
acara pemeriksaan’ oleh satuan
tugas SPIP.

Satker belum mengefektifkan desain
SPIP yang sudah ada, namun satker
itu mempraktekkan pengendalian
intern kegiatan lain.

Hal ini terjadi di UPT yang
pernah diaudit oleh BPK-RI.
Salah satu temuan yang membuat
UPT itu ‘trauma’ adalah tentang
TGR atas pembayaran biaya
penginapan yang dianggap tidak
sah oleh auditor. Terjadi banyak
pengembalian dana ke Kas Negara
akibat bill hotel yang dianggap tidak
sah. Setelah ada temuan itu, maka
KSBTU memerintahkan verifikator
pertanggung-jawaban  keuangan
untuk melakukan uji silang ke hotel
yang bill-nya dilampirkan dalam
berkas pertanggungjawaban (SPJ).
Caranya, dengan cara menelpon
ke nomor telpon hotel yang tertera
dalam bill.

Satker ini sebenarnya telah memiliki
dokumen desain penyelenggaraan
SPIP yang lengkap. Bahkan ada
delapan kegiatan yang telah
dengan standard




operating  procedure (SOP).
Namun delapan SOP ini tidak
dipraktekkan dalam operasi sehari-
hari. Yang dipraktekkan adalah
pengendalian terhadap tagihan
atas biaya hotel tersebut di atas,
yang tidak masuk dalam delapan
kegiatan yang dikendalikan.

Satker sudah cukup memahami
konsep pengendalian intern, tapi
belum membuat desain SPIP.

Kasus ini terungkap setelah
dilakukan wawancara terhadap
pejabat-pejabat struktural

UPT. Kepada para kepala seksi
ditanyakan tentang pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya;
ditanyakan juga kegiatan mereka
yang paling beresiko. Beberapa
kepala seksi sudah paham, mana
saja kegiatan mereka yang paling
beresiko; dan mereka sudah
melakukan langkah-langkah
pengendalian yang cukup logis.
Namun, yang mereka kerjakan
belum didokumentasikan dalam
sebuah desain penyelenggaraan
SPIP.

Satker sudah  mempraktekkan
beberapa pengendalian intern, tapi
belum membuat desain SPIP

Kasus ini ditemukan pada UPT
yang belum memiliki desain SPIP,
namun pada saat pendalaman
terhadap praktek pengendalian
internnya, ada beberapa kegiatan
pengendalian yang sudah
dilakukan.  Contoh '

kegiatan
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pengendalian yang sudah dilakukan
adalah membuat monitoring SPT
agar tidak terjadi penugasan yang

tumpang- tindih.

Gagal Memahami Risiko

Peran kepala satker dalam SPIP ternyata
sangat dominan. Walau Kepala Sub
T.U sudah mengetahui adanya amanah
membuat desain SPIP, namun tanpa
penggerakkan kepala UPT, SPIP tidak
terselenggara.

Berdasarkan pengalaman Penulis, yang
paling menentukan dalam efektifitas
pengelolaan resiko adalah kepala
satkernya. Jika kepala satker sudah
memahami resiko yang dihadapi, maka
dia sendiri yang punya motivasi untuk
memerintahkan anak buahnya untuk
mengambil tindakan-tindakan yang
tepat untuk mengendalikannya.

Beberapa contoh, misalnya sebagai
berikut.

Seorang  kepala  Balai  Litbang
memerintahkan stafnya untuk
mengumpulkan data pengamatan,

kertas-kertas kerja, dan dan catatan
dari para penelitinya; kemudian
diklasifikasikan  sesuai  judul-judul
penelitian, untuk disimpan di arsip
kantor. Sang kepala satker melakukan
tindakan pengendalian terhadap resiko
hilangnya data penelitian. Hal ini dia
lakukan karena dia pribadi pernah
mengalami hilangnya kepercayaan
dari atasannya di satker lain akibat
hilangnya  berkas-berkas  penting.
Penyebab hilangnya berkas penting
itu karena dibawa atau terbawa oleh
pegawai yang sudah pindah kantor
atau hanya pindah ruangan.




 Namun, adakalanya - atau malah
sering - kepala satker tidak sadar
atau tidak tahu akan resiko yang
sedang dihadapinya. Hal semacam
ini bisa terjadi karena berbagai sebab.
Misalnya:

a. Kepala  satker  tidak  pernah
mengalami resiko tertentu

b. Tidak ada masukan dari
bawahannya.

c. Tidak ada niat untuk mengadakan
perbaikan.

Penjelasan  masing-masing  sebagai

berikut.

= Kepala satker tidak pernah
mengalami resiko tertentu
Salah  satu  petunjuk  dalam
menentukan resiko yang akan
dikendalikan  adalah  temuan-

temuan dari auditor, baik auditor
internal maupun eksternal.

Contohnya adalah sebagaimana
cerita tentang resiko pembayaran
biaya penginapan yang kemudian
dianggap tidak sah oleh auditor.
Jika pembayaran hotel yang
tidak sah ini tidak ditemukan
auditor, akibatnya adalah kepala
satker tidak membuat langkah-
langkah pengendalian terhadap
pembayaran biaya penginapan.

= Tidak ada masukan dari
bawahannya.
Ada contoh sederhana. Kepala

Sub-T.U tidak memiliki dasar dalam
menentukan prioritas peralatan
kantor yang akan dipelihara. Hal

babkan yang bersangkutan
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tidak mendapat informasi dari
petugas pengelola barang tentang
barang-barang mana saja yang ada
dalam kondisi rusak. Akibatnya,
Kepala SubT.U tidak tahu barang
mana vyang harus mendapat
prioritas untuk dipelihara.

Ada juga contoh lain, dimana
kepala satker tidak mengetahui
jika kegiatan pembuatan bibit
secara kultur jaringan mengalami
kegagalan total. Hal ini juga
disebabkan petugas yang
berwenang tidak memberikan
laporan kepada kepala satker.
Akibatnya, kepala satker tidak
sadar bahwa sebenarnya ada
pembuatan bibit secara kultur
jaringan yang harus dikendalikan
resikonya.

Tidak ada niat untuk mengadakan
perbaikan.

Kasus ini sebenarnya bukan terkait
ketidak-tersedianya informasi
tentang kegiatan mana saja yang
beresiko, melainkan seolah tidak
ada komitmen dari kepala satker
untuk  melakukan  perbaikan.
Tiadanya komitmen atasan,
tampaknya yang menyebabkan
terjadinya temuan berulang.

Contoh yang sering terjadi
adalah adanya temuan tentang
laporan-laporan kegiatan teknis
yang mengandung kelemahan (isi
laporan tidak konsisten dengan
dokumen lain, isi tidak sesuai
kriteria, dsb). Akibatnya, kepala
satker  tidak  memerintahkan
dibuatnya pengendalian terhadap
pora n-laporan kegiatan teknis.




Yang lebih  penting adalah
bagaimana pengendalian intern
diwujudkan  dalam tindakan-

tindakan nyata, misalnya benar-
benar membaca dan memeriksa
laporan secara cemat sebelum
memberi paraf atau tanda tangan.
Atau, benar-benar memeriksa
kebenaran tagihan sebelum
dilakukan ~ pembayaran;  dan
tindakan-tindakan  lain  yang
sejenis.

Posisi Kepala UPT yang Srategis
dalam Pengendalian Intern

Upaya pembuatan desain SPIP di tingkat
UPT harus terus digalakkan, karena
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan masih menerapkan konsep
‘dua lapis benteng pertahanan’ (two
lines of defence) di mana Kementerian
LHK hanya mengandalkan dua benteng
pertahanan, yaitu kepala satker dan
Inspektorat  Jenderal. = Sementara
kementerian lain sudah menerapkan
konsep ‘tiga lapis benteng pertahanan’
(three lines of defence), yaitu pimpinan
sakter sebagai benteng pertahanan
lapis pertama; unit kepatuhan intern
eselon-1 sebagai benteng pertahanan
lapis kedua, dan Inspektorat Jenderal
sebagai benteng pertahanan lapis
ketiga. Benteng pertahanan vyang
dimaksud adalah segala upaya
untuk mengefektifkan kinerja,
melakukan efesiensi sumberdaya, dan
mengusahakan kehematan, selain
menjamin ketaatan kepada peraturan.
Selain itu, ada tujuan lain, yaitu
mencegah terjadinya penyalah-gunaan
wewenang dan mencegah praktek-
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praktek curang dalarp__ pelayanan

kepada masyarakat.

Harapan akan peran Inspektorat
Jenderal yang efektif telah dinyatakan
dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008, dimana
Itjen harus harus meningkatkan
efektivitas manajemen risiko dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi
instansi pemerintah. Maka, ltjen
seharusnya dapat mengoptimalkan
peran penjaminan (assurance) dan
pendampingan (consulting) dalam
urusan pengendalian risiko kegiatan;
misalnya, melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya (asistensi,
sosialisasi, serta konsultansi).

Namun, sudah umum diketahui, bahwa
Inspektorat Jenderal Kementerian LHK
tentu tidak dapat mengawasi 381
satker (termasuk satker pengelola dana
dokonsentrasi dan tugas pembantuan)
yang ada di dalamnya. Maka, pilihan
yang lebih logis adalah mengefektifkan
pengendalian intern di masing-masing
satker.

Dengan  melihat peta  kondisi
penyelenggaraan SPIP di UPT pada
umumnya, peran ltjen dapat dilakukan
pada:

a. Asistensi. Kegiatan asistensi bagi
UPT untuk dapat menyusun
desain penyelenggaraan SPIP

dapat dilakukan auditor pada saat
melakukan audit reguler. Pengendali
teknis dapat melakukan hal ini di
saat ada waktu luang.
b. Konsultansi. Kegiatan ini dapat
dalam hal penyusunan desain
penyelenggaraan SPIP; dapat pula
.dilalfgkan dalam pemilihan -._;'[_gsik
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akan  dikendalikan, ~dsb.
Konsultansi dapat dilakukan kapan
saja. Dapat pula dilakukan melalui
surat elektronik.

c. Sosialisasi. Penulis masih
menganggap perlu dilakukannya
sosialisasi mengingat beberapa UPT
menyatakan masih memerlukannya.
Mungkin saja pejabat yang pernah
ikut sosialisasi tentang SPIP sudah
pindah atau berganti pekerjaan.

d. Pemantauan. Kegiatan ini juga sudah
menjadi agenda ltjen Kementerian
LHK, terutama untuk menilai
tingkat kemajuan penerapan SPIP,
paling tidak sasaran pemantauannya
adalah pada kelengkapan atribut
penyelenggaraan SPIP.

Kegiatan Integral yang Belum
Integral

Sistem pengendalian intern adalah

Daftar Pustaka

o 2
" e

= + ¥e. S A
‘bagian  integral dari  kegia
pemerintahan’. ltu sesuai batasan
dalam Peraturan Pemerintah tentang
SPIP. Artinya, memang perlu
peranserta semua pihak. Namun,
peran kepala satker (atau kepala UPT)
memang sangat strategis sebagai motor
penggerak. Maka, selalu penting, untuk
merekomendasikan kepada kepada
UPT, agar segera menyusun desain SPIP
dan mempraktekannya secara efektif.

Efektif adalah kata vyang perlu
ditekankan. Kenapa? Karena
pengendalian intern yang dibutuhkan
Kementerian adalah yang benar-benar
dipraktekkan dalam operasional kantor
sehari-hari, sehingga menimbulkan
efek (pengaruh) yang nyata. Tujuan
akhirnya adalah tercapainya good
governance. Bukan sekedar ada
dokumen desain SPIP, namun tidak
dipraktekkan.

~~

, 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah.
, 2015. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/

Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan SPIP Lingkup Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian LHK, Jakarta.
Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Pengendalian Intern.

*) Auditor Utama pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
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Audit Bertema Peﬁgarus-
utamaan Gender
di Lingkungan Kementerian LH

dan Kehutanan
oleh
Dwianto C Subandrio, MSc*)

Walau saat ini prioritas nasional yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo
sedang bergaung keras, isu pemeranan perempuan dalam pembangunan masih
tetap relevan. Pengarus-utamaan gender perlu diaudit? Menurut pendapat
Penulis, konsepnya adalah bahwa semua belanja Pemerintah perlu diaudit.
Mengapa harus diberi ‘embel-embel’ gender atau pengarus-utamaan gender? Hal
ini karena ada kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah dalam pembangunan.
Arahan-arahan dimaksud, dituangkan dalam petunjuk teknis penyusunan rencana
kerja dan anggaran bagi kementerian dan lembaga negara yang di dalamnya
menyebutkan tema-tema APBN, antara lain tema-tema terkait pengarus-utamaan
gender. Kenapa demikian? Ini disebabkan adanya konsep bahwa anggaran
memiliki dua fungsi, yaitu sebagai fungsi ekonomi juga berfungsi sebagai distribusi
atau pemerataan.

Audit terhadap kegiatan yang bertema anggaran responsif gender (ARG) menurut
pendapat Penulis juga tetap relevan, paling tidak untuk melihat pemerataan
manfaat anggaran Pemerintah. Tulisan ini membahas audit dengan perspektif
gender.

Alasan konsepsional, mengapa

Pengarusutamaan Gender

(PUG) Diaudit.

Diawali dengan Instruksi Presiden perencanaan, penyusunan,
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun pelaksanaan, pemantauan,dan
2000 tentang  Pengarus-utamaan evaluasi atas kebijakan dan program
Gender  (gender  main-streaming)  pembangunan nasional yang

dalam Pembangunan Nasional yang berperspektif gender sesuai dengan
ditujukan kepada para Menteri, Kepala  bidang tugas dan fungsi, serta

Lembaga Negara, Panglima TNI, kewenangan masing-masing”
Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung,

Gubernur, dan Bupati/ Walikota agar
“melaksanakan pengarus-utamaan
gender guna terselenggaran

S

Instruksi Presiden ini seolah
mengingatkan bahwa pimpinan sering
tidak rq_gnyadari bahwa kebijakan__y_ang
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diambil seringkali bersifat netral gender.
Artinya, pengambil kebijakan hanya
memperhatikan tugas dan fungsi dari
instansi tersebut atau memperhatikan

prioritas nasional semata, tanpa
melihat adanya kelompok masyarakat
yang terlibat dan pengguna manfaat
yang berbeda. Maka, perlu upaya
untuk  memperkecil ~ kesenjangan
keikutsertaan  dan/atau  penerima
pemanfaat hasil pembangunan (dalam
arti sangat sempit: penerima manfaat
anggaran dari DIPA) antara perempuan
dan laki-laki.

Pimpinan Kementerian Kehutanan
pada Tahun 2011 sudah membuat
Kesepakatan Bersama dengan
Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (PPPA)
tentang Peningkatan Efektifitas PUG
di Bidang Kehutanan. Sejak itu,
dalam pelaksanaan perencanaan dan
penganggaran di bidang kehutanan,
dilakukan perencanaan dan
penganggaran yang responsif gender
(PPRG). Sampai dengan perencanaan

Tahun Anggaran 2017 - sesudah
ada  penggabungan  kementerian
menjadi  Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan (LHK), PPRG
tetap dipraktekkan. Mungkin ini bisa
ditafsirkan bahwa Menteri LHK pun
tetap komitmen dengan PUG.

Praktek  PPRG  adalah  berupa
perencanaan responsif gender (PRG).
PRG dilakukan untuk menjamin
keadilan dan kesetaraan bagi laki-laki
dan perempuan - juga bagi penyandang
cacat/difable - dalam akses,

keikutsertaan, kontrol, dan manfaat dari
adanya pembangunan. Perencanaan
ini dibuat dengan mempertimbangkan

aspirasi, kebutuhan, permasalahan dan
pengalaman perempuan dan laki-laki,
baik dalam proses penyusunannya
maupun dalam pelaksanaan kegiatan.
PRG akan menghasilkan anggaran

responsif gender (ARG), di mana
kebijakan  pengalokasian anggaran
disusun untuk mengakomodasi

kegiatan yang diharapkan perempuan
akan berperan-serta.

Dalam dokumen RPJM Periode 2015-
2019, dalam Buku I, Butir 1.1.1.3
tentang Arah Kebijakan dan Strategi
Pembangunan, antara lain terdapat
upaya Nomor 2 yaitu “Meningkatkan
upaya keberlanjutan pembangunan
sosial, melalui strategi: (i) peningkatan
kesetaraan gender untuk akses/
kesempatan pendidikan, kegiatan
ekonomi dan organisasi...”

Menurut United Nation Development

Fund For Women (UNIFEM) dalam [1],

anggaran yang dapat disebut sebagai

ARG memiliki beberapa ciri yaitu :

1. Bukan merupakan anggaran yang
terpisah bagi laki-laki atau perem-
puan,

2. Fokus pada kesetaraan gender dalam
semua aspek penganggaran,

3. Meningkatkan
parapihak perempuan,

keterlibatan

4. Monitoring dan evaluasi belanja
dan  penerimaan  pemerintah
dilakukan dengan memperhatikan
responsif gender,

5. Meningkatkan efektivitas
penggunaan sumber-sumber untuk
mencapai kesetaraan gender dan
pengembangan SDM,

6. Menekankan pada
kegiatan,

prioritas




7. Melakukan re-orientasi dari
program-program  yang  ada
daripada  menambah  alokasi
anggaran secara khusus untuk
membuat kegiatan khusus.

Dengan demikian, melalui audit

terhadap ARG, dapat diketahui sejauh
mana dampak dari alokasi anggaran
yang telah ditetapkan Kementerian
LHK berpengaruh terhadap kesetaraan
gender (dalam kasus ARG pada
Kementerian LHK, gender merujuk
pada perempuan). Dengan penerapan
ARG, diharapkan ada keseimbangan
dan pemerataan dalam pembangunan
sosial, serta semakin meningkatnya
akuntabilitas dan efektivitas
pelaksanaan kebijakan Kementerian
LHK.

Jika Pembaca ingin mengetahui lebih
banyak dan lebih rinci mengenai PUG
dan pemberdayaan perempuan, silakan
merujuk pada Surat Edaran Empat
Menteri [2] pada Daftar Pustaka.

Alasan Praktis, Mengapa
Kegiatan Bertema ARG Diaudit.
Mengapa kegiatan dari anggaran

responsif gender perlu diaudit? Karena
kegiatan ini sama dengan kegiatan-
kegiatan lain yang bersumber dari
APBN, yang juga diaudit oleh ltjen,
seperti halnya anggaran dekonsentrasi
dan lain-lain.

Untuk melaksanakan PPRG,
Kementerian LHK sudah ada panduan
dari Pemerintah, yaitu Surat Edaran
Bersama Menteri PPN/Bappenas,
Menteri Keuangan, Menteri Dalam
Negeri, dan Menteri PPPA No. 270/M.

PPN/11/2012; No.SE-33/MK.02/2012;

No.050/4379A/5); No.SE  46/MPP-
PA/11/2012; tentang Strategi Nasional
Percepatan PUG. Dalam Lampiran
1 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Perencanaan dan Penganggaran yang
Responsif Gender untuk Kementerian/
Lembaga ada ketentuan mengenai
PPRG, di mana dalam proses
penyusunan Renja K/L - termasuk
Kementerian LHK, penetapan anggaran
responsif gender (ARG) sudah dimulai
sejak tahap Trilateral Meeting.

Dalam tataran teknis dan operasional

penganggaran, ada PMK.196/
PMK.02/2015 tentang Perubahan
PMK.143//PMK.02/2015 tentang

Juksunlah RKA-K/L yang menyebutkan
ketentuan mengenai anggaran tematik
APBN. Di situ diatur mengenai
penyusunan RKA-K/L, dimana terdapat
kewajiban untuk mengkategorikan
suatu keluaran (output) ke dalam tema-
tema APBN (secara teknis djuga disebut
budget tagging). Pengkategorian ke
dalam tema-tema APBN berada pada
level Output Kegiatan saat penyusunan
RKA-K/L.

Saat ini, ada 14 tema APBN, dimana
dua di antaranya terkait isu PUG,
yaitu tema ‘Anggaran Responsif
Gender (ARG)’ dan tema ‘Peningkatan
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan’. Tema APBN ini mungkin
masih terdengar asing, padahal tema
ARG duduk bersandingan dengan
tema-tema yang lebih dikenal oleh
auditor Kementerian LHK, seperti tema
‘kelestarian lingkungan hidup’.

Untuk menunjukkan kepada Pembaca
bahwa tema gender tidak lah asing,
Penulis sengaja menyandingkan tema
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gender dengan 12 dari 14 tema APBN
lain yang terdengar lebih ‘biasa’.
Tema-tema APBN terkait isu lingkungan:
* Penjaminan kelestarian lingkungan
hidup;
* Mitigasi perubahan iklim;
Tema-tema  APBN terkait
pembangunan fisik:

isu

* Anggaran infrastruktur;

Tema-tema APBN terkait isu kebutuhan

dasar rakyat:

=  Pemberantasan kemiskinan dan
kelaparan;

= Anggaran pendidikan;

»= Pencapaian dasar

umum;

pendidikan

* Anggaran kesehatan;

* Penurunan angka kematian anak;

= Peningkatan kesehatan ibu;

* Pemberantasan HIV, malaria, dan
penyakit lainnya;

Tema-tema APBN terkait isu gender:

= Anggaran responsif gender;

* Peningkatan kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan;

Dari gambaran di atas, kita memahami
bahwa:

a. ada dua tema terkait isu gender
dalam tema APBN;

b. auditor Kementerian LHK lebih
mengenal tema ‘lingkungan hidup’
atau tema ‘infrastruktur’ karena
sudah biasa melaksanakan audit
terhadap  kegiatan = Rehabilitasi

Hutan dan Lahan yang bertema

‘lingkungan hidup’; atau, audit

pengadaan bangunan kantor yang

~ bertema ‘infrastuktur’.  Namun,

auditor kurang mendengar tentang

audit ‘kesetaraan gender’ atau
audit tentang  ‘pemberdayaan
perempuan’.

Setiap tahun anggaran, penetapan ARG
sebagai tema APBN bagi Kementerian
LHK sudah ditetapkan sejak dini, yaitu
sejak dilakukannya Trilateral Meeting,
sekitar bulan Mei. Selanjutnya, dalam
proses penyusunan kegiatan dan
anggaran, masing-masing satker pemilik
portofolio (Program) mengidentifikasi
kegiatan yang bertema ARG. Pada
saat pembahasan anggaran dengan
Kementerian Keuangan dan Bappenas,
kementerian  harus  menyerahkan
lembar gender budget statement (GBS).

Guna memberikan gambaran lebih
nyata, Penulis memberikan contoh
untuk penganggaran Tahun 2014 -
saat KLHK masih sebagai Kementerian
Kehutanan. (Catatan: pada T.A 2015
dan T.A 2016, budget tagging bertema

gender juga dipraktekkan; namun
karena dua tahun itu merupakan
masa transisi penggabungan dua

kementerian, dokumen terkait PUG,
tidak dapat diperoleh Penulis secara
lengkap). Dalam T.A 2014, kegiatan-
kegiatan yang dapat digolongkan
sebagai PUG di delapan eselon-1
disajikan dalam Tabel 1.

Mencermati kegiatan bertema ARG di
setiap satker Eselon-1 yang disajikan
dalam Tabel 1, diperoleh gambaran
umum bahwa penerapan ARG ternyata
berbeda-beda. ARG diwujudkan dalam
berbagai bentuk. Namun, secaraumum,
ARG ditafsirkan oleh satker sebagai
‘keberpihakan kepada perempuan’.
Ada__x_ang memperhatikan kebutuhan
ar =8 P .




perempuan

sebagai
perlu dilindungi atau diberi privacy,
ada yang memperhatikan perempuan

mahluk yang

sebagai pencari kerja atau pencari
penghasilan, yang dalam bahasa lebih
resmi disebut sebagai ‘mempromosikan
akses dan keikutsertaan perempuan
dalam pembangunan’. Penulis tidak
bermaksud menilai satker mana di
bidang kehutanan yang lebih benar
dalam penerapan ARG. Dari delapan
satker  eselon-1  tersebut, Badan
Litbang dan Inspektorat Jenderal tidak
menyebutkan pelibatan perempuan
dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya (penelitian atau audit kinerja)
dalam rencana aksi gendernya masing-
masing, melainkan  menyebutkan
isu gender sebagai muatan dalam
pelaksanaan  kegiatan  pokoknya.
Sedang enam satker eselon-1 lainnya
menyebutkan pelibatan perempuan,
baik perempuan sebagai pelaksana
kegiatan, maupun sebagai pemanfaat
kegiatan.

Untuk Tahun 2016, dari berbagai
keterangan yang dapat dikumpulkan
Penulis, ada beberapa perubahan
output  kegiatan. Untuk  Dirjen
KSDAE, output kegiatannya adalah

pemberdayaan masyarakat daerah
penyangga. Sedangkan pembinaan
masyarakat peduli konservasi atau

pecinta alam menjadi output kegiatan
Dirjen PSKL. Badan PSDM merekrut
tenaga Bakti Rimbawan perempuan
untuk KPH. Sekretariat Jenderal
juga merekrut perempuan sebagai
anggota satpam kantor Pusat. Ditjen
PPl mengambil output kegiatan
berupa partisipasi perempuan dalam
Kegiatan ProKlim. Sedangkan output
kegiatan yang dipilih BadanLitbang

dan Inspektorat Jenderal tetap sama
dengan Tahun 2014

Kelembagaan PUG di lingkungan
Kementerian LHK. Sejak masih
Kementerian Kehutanan, Menterisudah
menerbitkan Pedoman Pelaksanaan
Pengarus-utamaan  Gender.  Selain
itu, Menteri membentuk Pokja PUG.
Menteri juga mengamanatkan agar
di setiap satker Eselon-1 membentuk
Sub-Pokja PUG. Saat tulisan ini dibuat,
Kementerian LHK sedang memperbarui
Pedoman Pelaksanaan PUG.

Selain  itu, Menteri  Kehutanan
juga sudah menerbitkan Pedoman
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Responsif Gender. Pedoman ini juga
akan diperbarui, terutama untuk
mengadopsi bidang lingkungan hidup
dan untuk mengadopsi satker-saker
baru di lingkungan Kementerian LHK.
Pedoman ini tidak memuat prosedur
audit, melainkan memuat tentang
prosedur dan mekanisme pelaporan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan
PUG.

Pedoman  audit bagi  auditor
Kementerian LHK rencananya akan
disusun pada bulan September 2016.
Namun, Penulis telah mencoba
melakukan audit berperspektif

gender dengan mendasarkan pada isi
dokumen-dokumen pengarus-utamaan
gender yang sudah ada sejak T.A 2013
di lingkungan Kementerian Kehutanan.
Penulis memberikan beberapa catatan
terkait audit dimaksud pada bagian
berikut.




Apa yang Harus Dilakukan
dalam Audit Berperspektif
Gender?

Pertama, dapatkan dokumen-dokumen
terkait pengarus-utamaan gender.

Dalam tahap perencanaan audit perlu
diteliti terlebih dahulu mana kegiatan

yang di-tag sebagai isu pengarus-
utamaan gender, baik dengan
tema ‘Anggaran Responsif Gender’

(ARG), maupun tema ‘Peningkatan
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan’. Informasi tentang hal ini
dapat diperoleh di Bagian Program
dan Evaluasi Eselon-1 terkait. . Menurut
pengalaman Penulis, dokumen
sebaiknya diminta dari kantor Pusat
karena di tingkat UPT, dokumen ini
umumnya tidak ada.

Dokumen yang dimintakan, paling
tidak, yaitu gender budget statement
(GBS), gender analisys pathway (GAP),
Kerangka Acuan Kerja (ToR) per output
kegiatan, serta dokumen-dokumen
RKA K/L satker pelaksana kegiatan
yang dimaksud.

Kedua, pelajari ini dokumen GBS.

Semua bagian dari GBS penting. Namun
yang paling penting dari dokumen GBS
adalah pada keterangan:

a. ‘Output Kegiatan’, karena di situ lah
ada nama kegiatan atau komponen
kegiatan yang dapat ditelusuri di
dokumen RKA K/L. Kegiatan yang
disebutkan di dokumen ini adalah
sama dengan nama Kegiatan yang
ada dalam dokumen RKA K/L satker
yang bersangkutan. Selanjutnya,

anggaran yang dialokasikan untuk
kegiatan di lapangan dan berapa

volumenya, termasuk rincian
anggarannya.

b. ‘Rencana Aksi’, karena di dalamnya
ada pernyataan maksud tentang
adanya langkah-langkah  yang
diambil oleh Pembina Program untuk
mencapai keberhasilan kegiatan.
Pada umumnya ada satu sampai tiga
pernyataan, yang dalam dokumen
GBS disebut sebagai ‘Komponen 1,

‘Komponen 2°, dan ‘Komponen 3’.
Ketiga, pelajari ini dokumen GAP.

Semua bagian dari GAP penting.
Namun vyang paling penting dari
dokumen matriks GAP adalah pada
keterangan tentang indikator gender.
Indikator gender ini ada di kolom
terakhir dari matriks GAP.

Keempat, pelajari KAK (ToR) yang
ditulis atas dasar analisa gender itu
dan pelajari dokumen RKA K/L untuk
satker pelaksananya.

Pencermatan atas dokumen-dokumen
tersebut di atas dimaksudkan untuk
mengidentifikasi fokus audit. Fokus
audit kegiatan dari ARG dapat dipilih
dari salah satu atau lebih aspek
berikut. Penjelasannya Penulis sadur

dari Pedoman Pelaksanaan PUG
Kementerian  Kehutanan terbitan
Tahun 2014.

= Akses, artinya baik perempuan
dan laki-laki termasuk kelompok
marginal/difable mendapat akses
yang sama terhadap sumberdaya
pembangunan.
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dan laki-laki termasuk difable
dapat ikut berperan aktif dalam
pembangunan, meraka bukan
sekedar obyek tetapi juga subyek
pembangunan.

= Kontrol artinya semua lapisan

masyarakat dapat ikut berbicara
menyuarakan isi hatinya untuk
ikut dalam proses mengambil
keputusan.

= Manfaat artinya bahwa hasil-hasil
pembangunan terasa memberikan
manfaat kepada seluruh warga
masyarakat  baik  perempuan
maupun laki-laki termasuk difable.

Keenam, laksanakan proses audit
seperti biasa.
Hal ini  mencakup penyusunan

Program Kerja Audit, dengan cara
kerja sama seperti pelaksanaan audit
pada umumnya, misalnya meneliti,
verifikasi, konfirmasi, rekapitulasi,
wawancara, observasi di lapangan,
dsb.

Dalam pelaksanaan audit di
lapangan, selain mendapatkan
dokumen-dokumen dari auditi terkait
pertanggungjawaban kegiatan, Penulis
juga menganjurkan agar sebaiknya
mendapatkan keterangan tambahan
dari responden yang relevan. Hal

L *
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ini terkait dengan keterangan dan
data yang ada dalam GBS dan GAP,
yaitu tentang analisis situasi, tentang
identifikasi isu gender yang strategis
dan hambatannya di tingkat lapangan.

Penutup

Dalam tataran pelaksanaan audit
berperspektif gender oleh Inpektorat
Jenderal Kementerian LH dan
Kehutanan, bukan kapasitas Penulis
untuk menyatakan bahwa audit
dengan tema ini jadi prioritas bagi
APIP atau tidak. Semua tergantung
pada kebijakan Pimpinan APIP, dan
tergantung pada sumberdaya yang ada
pada institusi APIP. Namun , menurut
hemat penulis, APIP pada saat ini masih
perlu mendukung kebijakan Presiden
untuk mensukseskan prioritas nasional.
Kebetulan, sebelas prioritas nasional
yang diarahkan Presiden tidak terkait
dengan tema dengan isu gender.

Namun, konten
tetap dapat

pengarus-utamaan
memperoleh tempat
dalam audit kinerja. Misalnya,
kegiatan pembuatan kebun bibit
rakyat (KBR) yang bertema gender
tetap mendapat peluang untuk diaudit
karena kegiatan pembuatan KBR juga
dapat dimasukkan sebagai upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat,
khususnya masyarakat perempuan.
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Prioritas Nasional
No Arahan Presiden Joko Tema APBN
Widodo
1 Revolusi mental
2 Peruma}han dan Penjaminan kelestarian lingkungan hidup;
pemukiman
Anggaran kesehatan;
3 Kesehatan Penurunan angka kematian anak;
Peningkatan kesehatan ibu;
Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan;
4 Kesejahteraan rakyat Anggaran pendidikan;
Pencapaian pendidikan dasar umum;
5 Kedaulatan pangan Anggaran infrastruktur;
6 Kedaulatan energi Anggaran infrastruktur;
Kemaritiman dan .
7 kelautan Anggaran infrastruktur;
Percepatan Anggaran infrastruktur;
8 pertumbuhan  industri
dan kwsn industri
9 Pariwisata Anggaran infrastruktur;
10 Pembangunan Penjaminan kelestarian lingkungan hidup;
perkotaan
i Pembangunan desa dan Anggaran infrastruktur;
kawasan pedesaan
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Tabel 1. Kegiatan dengan Tema Gender T.A 2014 di Bidang Kehutanan

Rencana Aksi*

Program Kegiatan _MW c”mﬂmw Indikator Gender*)
J Komponen 1 Komponen 2 Komponen 3
Konservasi Pengemb Kws Laporan Pengelolaan Daerah Meningkatnya Sosialisasi Juknis 1. Meni W 2
Keanekaraga-man Konservasi dan Kegiatan Pe-nyangga dan perempuan Pendam-pingan pendapatan
Hayati dan Sumber Pembinaan Htn Pemberdaya-an pendamping Masyarakat masy. jd Rp
Daya Hutan Lindung Masy. Daerah dan kelompok 800.00(
Penyangga perempuan 2. Meningl
masyarakat daerah jumlah kader
penyangga konserva
per tah
Peningkatan daya Perencanaan, Kebun Bibit Advokasi PUG Menyempurnakan | Sosialisasi 1. Persen jml
dukung DAS berbasis | penyelenggaraan RHL, | Rakyat bagi pimpinan juklak KBR, dg PUG dalam anggota
pemberdayaan pengem-bangan kelem- dan pendam-ping menegaskan pembangunan _um_.m:__...i i
masyarakat bagaan dan evaluasi lapangan. besaran persentasi | KBR 205 dim 2
DAS jml perempuan 2. Anggota
dlm kelompok kelompok
KBR dipi
berdasar jns
kelamin
Penungkatan Usaha Pembinaan Ganis- Diklat Ganis- | Diklat Ganis- Memastikan isyu Diklat Wasganis Kesertaan
Kehu-tanan Wasganis Wasganis Wasganis terbuka gender masuk diikuti minimal Um..mBUcm:N%
luas bg perempuan dalam kurikulum 10% perempuan | Diklat naik jadi
Diklat 15% il
Pemantapan Enumerasi dan Re- Lap potensi Pelaksanaan Informasi ttg Penjelasan Pelibatan vmm.x
Kawasan Hutan enumerasi TSP dan PSP | hutan inventarisasi potensi invent potensi ttg juklak perempuan dal:
provinsi terbuka luas bagi hutan bagi inventarisasi semua keg
perempuan pegawai laki2 dan | diberikan oleh Balai PKH
perempuan peg laki2 dan

perempuan




sIinuaq Yya|o sexy8unip ye|a) |-uojas3 Suisew-Suisew juawaipis 196pnq Japuab 1ep 1jse 1se

uendwauad e
o temeSad uendwauad ~
- ueieqiaw - %06 emasad Sp uen eAuuleq siuy3 =)
ueSuenay deq ueLIdUAWSY uel8uenay de EEIIENIEN] SHT uelluaway) se8n| ueeuesye|s zi
ueunsnAuad dny3uy| 1suejunye siuya} ue-3uiquilq ueduenay | ueduenay| IseASIUIWPY uep uawa(eue —
euesye|ad ueeuIqudd uees-e33uajahusg uesodeq ueese88uajpAuad sluyal uedumyng H
ATP’S THT e
Japuag “dsas uep Japuag “dsas | 1edopjadsu) Suepiq Jnjesedy =
Jagejunse 8A ypny uep |aqeiunde | Al p's | 1esopjadsy| eAuule| uapuag nsi efiaury Al P'S senpiqeiunyy | =
JiseH ueioden 3A 1pny 19puas jisuodsas uep ‘Oydd “4apuad upny |iseH | 1ea0132dsu) eped uejexy3uluad uep | )
eAuunsnsia] JiseH ueaodeq 3A el1aupy npny Jpne siuxal 811 $3d uelodeq efiaury uesemeduad ueseme3uad foS
Japuald T
Jisuodsau 3A <
Mag !
ueynjnAuad i i ~m_v=%~mm_v__m M
seadies g ue-euesye|aqd SH1 Jnjesedy 1epiiq W
5puag dsau 13puad jisuodsal 3A ‘uemequuly ueesed3ual-aAuag <!
ueyninAuad ueyninAuad [spow 1eg YNQs ueduequiaduad &)
uajew 1xed [ ue-3uequiaguaq ueewIaudd uep ueeuedualad Z.
¥ Inpn( oy m
e 61 “4apuald 7
~ uemipuad |wp g i
. uenjauad - ) H
~w|p Japuag ns| ueeu eAuule] SIUNaL ]
~uensewaw 3uequ1 ONd Sueqy| uejei3ay -eouasad | se3n| ueeuesye|ad uep ueSuequiaSuag —
1951y uemaq [ efod-qns uejel3ay| 1p ONd uedesauaq uswmjoq | uswsafeuew uesunynq uep uellpuaq
usuodwo usuodwo usuodwo
Japuan) JoieyIpu| £ v_ ¢ ! : ! LB uejel3ay)| weuSold
3% 4 uzn_ﬁ._o d

(515 eURDUSY




Latar Belakang

Pengguna jasa dalam hal ini adalah di
lingkungan pemerintah yang terdiri dari
Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja
Perangkat  Daerah/Institusi  lainnya
sebagian atau seluruh pembiayaannya
bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), selalu ingin menerima
atau mendapatkan hasil dengan
kualitas terbaik, sehingga penyedia
jasa konstruksi harus/wajib memenuhi
beberapa syarat yang harus dipenuhi,
salah satunya adalah Sertifikat Badan
Usaha (SBU).

Pengadaan barang/jasa pemerintah
sesuai amanat Peraturan Presiden No.
70 tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden No.
54 tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari
pengadaan barang, jasa pemborongan,
jasa konsultansi, jasa lainnya dan
pekerjaan konstruksi. Dalam proses
pengadaan tersebut, Unit Layanan
Pengadaan (ULP)/ Kelompok Kerja
(Pokja) memiliki kewajiban untuk
mengumumkan kegiatan pengadaan
sekurang-kurangnya pada  website
Kementerian/Lembaga/  Pemerintah
Daerah/lnsﬂtusu papan pengumuman

”éolehkah Sertifikat Badan Usaha
(SBU) Dicantumkan Sebagai
Syarat Mengikuti Pemilihan

Penyedia Jasa Konstruksi ?
Oleh : Kusnadi, S.P., M.Si.*

Pengadaan Nasional melalui LPSE,
sehingga masyarakat luas dan dunia
usaha yang berminat serta memenuhi
kualifikasi dapat mengetahui dan
mengikutinya. Dalam pelaksanaan
pengumuman pengadaan tersebut,
antar  ULP/Pokja  sering terjadi
perbedaan, yaitu ada yang
beranggapan atau berasumsi bahwa
dalam pengumuman pengadaan boleh
mencantumkan kewajiban  kepada
calon penyedia jasa untuk memiliki
Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang
diterbitkan oleh satu lembaga/asosiasi.
Namun di sisi lain ada ULP/Pokja yang
tidak mencantumkan kewajiban untuk
memiliki SBU yang diterbitkan oleh
salah satu lembaga/asosiasi, sehingga
menimbulkan persepsi yang berbeda-
beda.

Dalam  kesempatan ini  penulis
membatasi ruang lingkup mengenai
boleh atau tidaknya pencantuman
syarat wajib memiliki SBU dari
salah satu lembaga/ asosiasi dalam
pengumuman pengadaan jasa
konsultansi dan pekerjaan konstruksi.
Hal ini perlu dipahami oleh ULP/
Pokja karena ULP/pokja memiliki
kewajiban dalam melaksanakan proses
pengumuman tersebut,  sehingga
/P"bkja 'harus__ mengetahui mana




yang wajib mencantumkan SBU yang
diterbitkan salah satu lembaga dan
mana yang tidak boleh supaya tidak
menimbulkan ~ pemahaman  yang
berbeda. Untuk membahas lebih lanjut
maka perlu kita pahami peraturan
berkenaan pengumuman pengadaan
yang mewajibkan mencantumkan
SBU bagi calon penyedia jasa yang
diterbitkan salah satu lembaga/asosiasi
dan yang tidak boleh.

Pengertian

Untuk lebih memahami istilah yang
akan digunakan, maka berikut ini
adalah pengertian beberapa istilah.

a. Dokumen Pengadaan adalah
dokumen vyang ditetapkan oleh
Kelompok Kerja ULP/Pejabat

Pengadaan yang memuat informasi
dan ketentuan yang harus ditaati

oleh para pihak dalam proses
Pengadaan Barang/Jasa.

b. Lembaga adalah organisasi
sebagaimana  dimaksud  dalam

Undang-undang Nomor 18 Tahun
1999 tentang Jasa Konstruksi, yang
bertujuan untuk mengembangkan
kegiatan jasa konstruksi nasional.

c¢. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan
profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu diberbagai bidang
keilmuan yang mengutamakan
adanya olah pikir (brainware).

d. Klasifikasi adalah bagian kegiatan
registrasi untuk menetapkan
penggolongan usaha di bidang jasa
konstruksi menurut bidang dan sub
bidang pekerjaan atau penggolongan
profesi keterampilan dan keahlian
kerja orang perseorangan di bidang
jasa konstruksi menurut dan atau

keterampilan tertentu dan atau

atau  keahlian

dan
masmg-masing.
e. Kualifikasi adalah bagian kegiatan

kefungsian

registrasi untuk menetapkan
penggolongan wusaha di bidang
jasa konstruksi menurut tingkat/
kedalaman kompetensi .dan
kemampuan usaha, atau
penggolongan profesi dan keahlian
kerja ~orang perseorangan  di
bidang jasa konstruksi menurut
tingkat/kedalaman kompetensi dan
kemampuan profesi dan keahlian.
f. Sertifikasi adalah :

a. proses penilaian untuk
mendapatkan pengakuan
terhadap klasifikasi dan

kualifikasi atas kompetensi dan
kemampuan usaha di bidang
konstruksi  yang  berbentuk
usaha orang perseorangan atau
badan usaha; atau

b. proses penilaian kompetensi
dan kemampuan profesi
keterampilan kerja dan keahlian
kerja seseorang di bidang jasa
konstruksi  menurut  disiplin
keilmuan dan atau keterampilan
tertentu dan atau kefungsian
dan atau keahlian tertentu.

c. Sertifikat adalah :

d. tanda bukti pengakuan dalam
penetapan klasifikasi dan
kualifikasi atas kompetensi dan
kemampuan usaha di bidang
jasa  konstruksi baik yang
berbentuk orang perseorangan
atau badan usaha; atau

e. tanda bukti pengakuan atas

kompetensi dan kemampuan
profesi  keterampilan  kerja
dan keahlian kerja orang

-perseorangan di ldang ) a



konstruksi  rnenurut  disiplin
keilmuan dan atau keterampilan
tertentu dan atau kefungsian
dan atau keahlian tertentu.

f. Sertifikat Badan Usaha yang
selanjutnya disebut SBU adalah
sertifikat tanda bukti pengakuan
formal atas tingkat / kedalaman

kompetensi dan kemampuan
usaha dengan ketetapan
klasifikasi dan kualifikasi Badan
Usaha.

g. Akreditasi adalah suatu proses
penilaian yang dilakukan oleh
Lernbaga terhadap :

a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi
dan asosiasi profesi jasa konstruksi
atas kompetensi dan kinerja asosiasi
untuk dapat rnelakukan sertifikasi
anggota asosiasi; atau

b. institusi pendidikan dan pelatihan
jasa konstruksi atas kompetensi dan
kinerja institusi tersebut untuk dapat
menerbitkan sertifikat keterarnpilan
kerja dan atau sertifikat keahlian
kerja.

c. Asosiasi Perusahaan adalah organisasi
yang mewadahi badan usaha jasa
konstruksi baik yang berbentuk
badan hukum maupun yang bukan
badan hukum.

Dasar Hukum

Dalam pengumuman pengadaan jasa
konsultansi non konstruski dan jasa
konstruksi, keduanya mensyaratkan
bahwa harus memiliki SBU sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Presiden
No. 4 tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden No.
54 tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 19 ayat

Barang/Jasa  dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa wajib
memiliki kemampuan pada bidang

pekerjaan yang sesuai untuk usaha
mikro, usaha kecil, dan koperasi kecil
serta kemampuan pada subbidang
pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-
kecil. Penjelasan mengenai memiliki
kemampuan pada bidang pekerjaan,
diartikan bahwa calon penyedia jasa
harus memiliki SBU. Namun demikian
ada perbedaan yang mendasar
antara SBU yang diterbitkan bagi jasa
konsultnasi non konstruksi dengan
SBU yang diterbitkan bagi penyedia
jasa konstruksi yaitu diuraikan sebagai
berikut.

1. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa
Konstruksi harus diterbitkan oleh
Lembaga Pengembangan Jasa Kon-
struksi (LPJK), dengan landasan hu-
kum sebagai berikut.

a. Undang-undangNomor18tahun
1999 tentang Jasa Konstruksi
(UUJK) mengamanatkan untuk
menjalankan usaha/kegiatan
sebagai penyedia Barang/Jasa
di bidang pekerjaan konstruksi
diatur sebagai berikut.

1) Pasal 8 menyatakan bahwa
Perencana konstruksi, pelak-
sana konstruksi, dan penga-
was konstruksi yang berben-
tuk badan usaha harus :

a. memenuhi  ketentuan
tentang perizinan
usaha di bidang jasa
konstruksi;

b. memiliki sertifikat,
klasifikasi, dan

- __‘kualifikasi perusahaan




~ jasa konstruksi.

2) Pasal 9 menyatakan
bahwa .

a. Perencana konstruksi
dan pengawas konstruksi
orang perseorangan
harus memiliki sertifikat
keahlian;

b. Pelaksana konstruksi
orang perseorangan
harus memiliki sertifikat
keterampilan kerja dan
sertifikat keahlian kerja;

c. Orang  perseorangan
yang dipekerjakan
oleh  badan  usaha
sebagai perencana
konstruksi atau
pengawas  konstruksi
atau tenaga tertentu
dalam badan usaha
pelaksana konstruksi
harus memiliki sertifikat
keahlian;

d. Tenaga kerja yang
melaksanakan
pekerjaan  keteknikan
yang bekerja pada
pelaksana konstruksi
harus memiliki sertifikat
keterampilan dan
keahlian kerja.

3) pasal 17 ayat (5) yang
menyatakan bahwa
pemilihan jasa hanya boleh
diikuti oleh penyedia jasa
yang memenuhi persyaratan
sebagalmana pasal 8 dan

pasal 9 UUJK.

emenuhan —

dalam bentuk SBU, Sertlflat
Keahlian Kerja (SKA) dan/
atau Sertifikat Keterampilan
Kerja (SKT);

4) Pasal 31ayat (3) menyatakan
bahwa  penyelenggaraan
peran  masyarakat jasa

konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dalam melaksanakan
pengembangan jasa
konstuksi  dilakukan oleh
suatu lembaga yang

independen dan mandiri;

5) Pasal 33 ayat (1)
menyatakan bahwa
lembaga sebagaimana
dimaksud pada pasal 31
beranggotakan wakil-wakil
dari asosiasi perusahan jasa
konstruksi, asosiasi profesi
jasa konstruksi, pakar dari
perguruan  tinggi  yang
berkaitan dengan bidang
jasa konstruksi dan instansi
pemerintah yang terkait.

b. Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No. 29 Tahun 2000
Tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi, pasal 1 butir 5
menyatakan bahwa Lembaga
adalah organisasi sebagaimana
dimaksud dalam  Undang-
undang Nomor 18 Tahu